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Abstract  

Law No.8 of 1999 on Consumer Protection in Indonesia aims to protect cconsumer rights and 
ensure fair business pratices by business. Standard clauses, as a part of the standard contract 
frequently used in business transactions, have siqnificant implications for both parties, business 
and consumers. This study aim to analyze how the standard clauses in the law affect consumer 
protection and the responsiblilities of business. Through qualitative analysis,it was found that 
standard clauses often benefit business but can disadvantage conxumers if not properly 
regulated. Therefore, effective law enforcement and cumsumer education are necessary to address 
this imbalance and ensure fairness in business transactions. 
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Abstrak 

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia 
bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan praktik bisnis 
yang adil oleh pelaku usaha. Klausula baku, seperti bagian dari kontrak standar 
yang serng digunakan dalam transaksi bisnis, memilki implikasi signifikan 
terhadap kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana klausula bkau dalam undand-undang 
tersebut mempengaruhi perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku 
usaha. Melalui metode analisis kualitatif, ditemukan bahwa klausula baku 
seringkali menguntungkan pelaku usaha namun dapat merugikan konsumen jika 
tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan 
edukasi konsumen diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan 
memastikan keadilan dalam transaksi. 

Kata Kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha 
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A. Pendahuluan 

Hukum perlindungan konsumen 
saat ini mendapatkan perhatian yang 
signifikan karena terkait dengan 
peraturan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Perlindungan ini tidak 
hanya diberikan kepada konsumen, 
tetapi juga kepada pelaku usaha yang 
memiliki hak yang sama untuk 
mendapatkan perlindungan, dengan 
masing-masing memiliki hak dan 
kewajiban. Pemerintah berperan 
dalam mengatur, mengawasi, dan 
mengendalikan agar tercipta sistem 
yang kondusif dan saling terkait 
sehingga tujuan untuk 
menyejahterakan masyarakat secara 
luas dapat tercapai. Istilah "hukum 
konsumen" dan "hukum 
perlindungan konsumen" sering 
terdengar, tetapi belum sepenuhnya 
jelas apa saja yang termasuk dalam 
materi keduanya dan apakah kedua 
"cabang" hukum tersebut identik. 
M.J. Leder menyatakan bahwa dalam 
arti tertentu tidak ada yang namanya 
hukum konsumen. Namun, secara 
umum, hukum konsumen dan 
hukum perlindungan konsumen, 
seperti yang dinyatakan oleh Lowe, 
adalah aturan hukum yang mengakui 
kelemahan tawar-menawar konsumen 
individu dan memastikan kelemahan 
tersebut tidak dieksploitasi secara 
tidak adil. Karena posisi konsumen 
yang lemah, ia harus dilindungi oleh 
hukum. Salah satu sifat dan tujuan 
hukum adalah memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. 
Jadi, sebenarnya, hukum konsumen 
dan hukum perlindungan konsumen 

adalah dua bidang hukum yang sulit 
dipisahkan dan ditarik batasnya. 

Beberapa pihak berpendapat 
bahwa hukum perlindungan 
konsumen merupakan bagian dari 
hukum konsumen yang lebih luas. 
Az. Nasution, misalnya, berpendapat 
bahwa hukum konsumen mencakup 
asas-asas atau kaidah-kaidah yang 
bersifat mengatur dan melindungi 
kepentingan konsumen. Hukum 
konsumen diartikan sebagai 
keseluruhan asas dan kaidah hukum 
yang mengatur hubungan dan 
masalah antara berbagai pihak terkait 
dengan barang dan/atau jasa 
konsumen dalam pergaulan hidup. 
Az. Nasution mengakui bahwa asas 
dan kaidah hukum yang mengatur 
hubungan dan masalah konsumen 
tersebar dalam berbagai bidang 
hukum, baik tertulis maupun tidak 
tertulis, seperti hukum perdata, 
hukum dagang, hukum pidana, 
hukum administrasi negara, dan 
hukum internasional terutama 
konvensi-konvensi yang berkaitan 
dengan kepentingan konsumen.1 

 Dalam hal pembuatan 
klausula baku, atau perjanjian standar, 
perlindungan hukum konsumen 
mencakup cara kontrak standar 
digunakan oleh produsen (pelaku 
usaha) dan konsumen. Dalam 
praktik, produsen dan konsumen 
sering merencanakan ketentuan awal 
dalam perjanjian yang akan mengikat 
keduanya. Pada saat 
penandatanganan draft, pihak-pihak 
hanya perlu mengisi informasi 

                                                            
1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum 

Perlindungan Konsumen, 2008. 
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subjektif seperti identitas mereka dan 
tanggal penandatanganan. Klausula 
baku yang dilarang oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen adalah jika klausula 
tersebut memuat ketentuan mengenai 
pengalihan tanggung jawab (klausula 
eksonerasi). Pengalihan ini dapat 
berupa pengalihan penuh maupun 
sebagian, yang merupakan upaya 
pelaku usaha untuk menghindari 
tanggung jawab jika suatu saat terjadi 
kerugian pada konsumen akibat cacat 
barang atau sebab lainnya. 
Pencantuman klausula baku yang 
memuat ketentuan pengalihan 
tanggung jawab potensial dilakukan 
oleh pihak yang memiliki kedudukan 
ekonomi lebih tinggi dari pihak 
lainnnya.2 

Selain itu, dalam pelaksanaannya, 
hukum perlindungan konsumen 
harus mampu menjawab tantangan-
tantangan yang muncul dari 
perkembangan teknologi dan 
globalisasi. Perkembangan e-commerce 
misalnya, telah memperluas pasar dan 
mengubah cara transaksi dilakukan, 
sehingga regulasi yang ada harus 
mampu menyesuaikan dengan 
dinamika ini. Konsumen kini dapat 
membeli barang dari berbagai 
belahan dunia dengan mudah, namun 
hal ini juga meningkatkan risiko 
penipuan dan kualitas produk yang 
tidak sesuai dengan yang diiklankan. 
Oleh karena itu, diperlukan regulasi 
yang lebih ketat dan mekanisme 

                                                            
2 Fajar Nugroho Handayani, 

Penggunaan Klasula Baku Yang Dilarang Menurut 
Hukum Perlindungan Konsumen, 2020. 

pengawasan yang lebih canggih untuk 
melindungi konsumen dalam 
transaksi digital. Peran pemerintah 
dalam mengawasi dan mengontrol 
pasar juga menjadi sangat krusial 
dalam era modern ini. Pengawasan 
yang efektif bukan hanya sekedar 
memastikan bahwa pelaku usaha 
mematuhi peraturan yang ada, tetapi 
juga memastikan bahwa hak-hak 
konsumen dihormati dan dijaga. 
Pemerintah perlu bekerja sama 
dengan berbagai lembaga terkait, baik 
nasional maupun internasional, untuk 
mengembangkan standar 
perlindungan konsumen yang 
komprehensif dan dapat 
diimplementasikan secara efektif. 
Selain itu, edukasi kepada konsumen 
tentang hak-hak mereka dan cara-cara 
melindungi diri dalam transaksi juga 
sangat penting. 

Di sisi lain, pelaku usaha juga 
perlu menyadari pentingnya 
mematuhi hukum perlindungan 
konsumen sebagai bagian dari 
tanggung jawab sosial mereka. 
Kepatuhan terhadap regulasi tidak 
hanya akan menghindarkan mereka 
dari sanksi hukum, tetapi juga akan 
meningkatkan kepercayaan 
konsumen terhadap produk atau jasa 
yang mereka tawarkan. Pelaku usaha 
yang proaktif dalam memastikan 
kualitas produk dan layanan mereka 
serta transparan dalam komunikasi 
dengan konsumen akan lebih dihargai 
dan dapat membangun hubungan 
jangka panjang yang saling 
menguntungkan. Perlindungan 
konsumen juga berkaitan erat dengan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
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(CSR). Perusahaan yang 
berkomitmen terhadap CSR tidak 
hanya berfokus pada keuntungan 
semata, tetapi juga pada kesejahteraan 
konsumen dan masyarakat secara 
umum. Dalam hal ini, pelaku usaha 
yang mengimplementasikan praktik 
bisnis yang adil dan bertanggung 
jawab akan berkontribusi pada 
terciptanya lingkungan pasar yang 
sehat dan berkelanjutan. CSR yang 
baik mencakup berbagai aspek, mulai 
dari produksi yang ramah lingkungan, 
perlindungan hak-hak pekerja, hingga 
pelayanan purna jual yang memadai 
bagi konsumen. Dengan demikian, 
baik konsumen maupun pelaku usaha 
dapat merasakan manfaat dari adanya 
perlindungan hukum yang efektif dan 
komprehensif. 

Pentingnya perlindungan hukum 
konsumen tidak hanya mencakup 
aspek hukum domestik tetapi juga 
melibatkan hukum internasional, 
terutama dalam era globalisasi. 
Banyak negara telah memperkenalkan 
undang-undang dan peraturan yang 
harmonis dengan standar 
internasional untuk memastikan 
perlindungan yang konsisten bagi 
konsumen. Konvensi internasional, 
seperti Prinsip Panduan PBB untuk 
Perlindungan Konsumen, 
menyediakan kerangka kerja global 
yang mendorong negara-negara 
anggota untuk mengadopsi langkah-
langkah yang memadai dalam 
melindungi konsumen. Indonesia, 
sebagai bagian dari komunitas global, 
juga berupaya menyesuaikan regulasi 
domestiknya dengan standar 
internasional untuk memberikan 

perlindungan yang lebih baik kepada 
konsumen. Ini termasuk 
implementasi teknologi canggih 
untuk pengawasan, serta kerjasama 
lintas batas dalam penanganan 
sengketa konsumen yang melibatkan 
pihak dari berbagai negara. Selain itu, 
pendidikan konsumen memainkan 
peran penting dalam meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman 
masyarakat mengenai hak-hak mereka 
sebagai konsumen. Pemerintah, 
bersama dengan organisasi non-
pemerintah dan sektor swasta, perlu 
mengadakan kampanye edukasi yang 
berkelanjutan untuk memberdayakan 
konsumen. Edukasi ini meliputi 
informasi tentang hak-hak konsumen, 
cara-cara mengajukan keluhan, dan 
mekanisme penyelesaian sengketa. 
Dengan meningkatkan literasi 
konsumen, diharapkan masyarakat 
dapat lebih kritis dan waspada 
terhadap praktik-praktik bisnis yang 
tidak adil. Di era digital, platform 
edukasi online juga dapat 
dimanfaatkan untuk menjangkau 
lebih banyak konsumen, terutama 
generasi muda yang lebih terpapar 
pada transaksi elektronik. Dengan 
demikian, konsumen yang teredukasi 
akan lebih mampu melindungi diri 
dan membuat keputusan yang lebih 
baik dalam transaksi mereka sehari-
hari 

 
B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan jurnal ini 
adalah penelitian normatif, yang 
berfokus pada studi literatur dan 
analisis yuridis terhadap berbagai 
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ketentuan perundang-undangan yang 
relevan dengan klausula baku dalam 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini melibatkan 
pengumpulan data sekunder dari 
berbagai sumber, termasuk undang-
undang, peraturan pelaksana, buku, 
jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen 
lainnya yang berkaitan dengan 
perlindungan konsumen. Tahapan 
penelitian dimulai dengan 
pengumpulan dan pengolahan data 
dari sumber-sumber hukum tersebut, 
dilanjutkan dengan analisis terhadap 
implikasi hukum dari klausula baku 
terhadap pelaku usaha dan 
konsumen. Analisis ini juga didukung 
oleh pendapat ahli dan studi kasus 
yang relevan untuk memberikan 
gambaran yang komprehensif 
mengenai isu yang dibahas. 

 
C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan kalusula 
baku dalam undang-undang 
perlindungan konsumen dalam 
praktik transaksi antara pelaku 
usaha dan konsumen? 

2. Bagaimana upaya hukum apabila 
terjadi klasula baku yang dibauat 
oleh pelaku usaha terhadap 
konsumen dalam suatu transaksi? 

3. Bagaimana efektivitas 
pengawasan dan penegakan 
hukum terhadap klasula baku 
dalam undang-undang 8 tahun 
1999 terhadap perindungan hak-
hak Konsumen? 
 
 
 

D. Pembahasan 

1. Penerapan kalusula baku 
dalam undang-undang 
perlindungan konsumen 
dalam praktik transaksi antara 
pelaku usaha dan konsumen 
Menurut Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, klausula baku adalah 
aturan, ketentuan, dan syarat-syarat 
yang dibuat secara sepihak oleh 
pelaku usaha dan dimasukkan ke 
dalam dokumen atau perjanjian yang 
mengikat, yang harus dipatuhi oleh 
konsumen. Dengan kata lain, klausula 
baku adalah ketentuan yang dibuat 
secara sepihak oleh pelaku usaha. 
Pihak yang sering memiliki kontrak 
dengan banyak pihak lain biasanya 
menerapkan klausula ini.3 

Pasal 18 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah satu-
satunya pasal dalam Bab V yang 
berbicara tentang persyaratan untuk 
mencantumkan klausula baku. Pasal 
18 ayat 1 dan 2 mengatur dua jenis 
larangan bagi pelaku usaha saat 
menyusun dan mencantumkan 
klausula baku dalam perjanjian baku; 
ayat 2 mengatur bentuk, format, dan 
penulisan perjanjian baku yang 
dilarang. Klausula baku, yang 
biasanya ditemukan dalam kuitansi, 
faktur, bon, perjanjian, atau dokumen 
lain yang berkaitan dengan transaksi 
jual beli, membuat konsumen merasa 

                                                            
3 Lia Amaliya, “Peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) 
Karawang Terhadap Penerapan Klausula 
Baku Ditinjau Dari Undang-Undang 
Perlindunga Konsumen,” Justisi Jurnal Ilmu 
Hukum 5, no. 1 (2020): 1–13,. 
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tidak nyaman dan membuat posisi 
mereka menjadi tidak kuat. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh 
bisnis tidak hanya berkaitan dengan 
produk atau hasil produksi mereka, 
tetapi juga mencakup pelanggaran 
terhadap hak-hak kepatutan yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab 
pelaku usaha, tetapi justru 
dibebankan kepada konsumen 
melalui klausula baku yang tidak 
menguntungkan. 

Pemerintah telah menetapkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen untuk melindungi hak-
hak konsumen. Salah satu tujuan 
undang-undang ini adalah untuk 
mencegah bisnis menggunakan 
konsumen sebagai objek untuk 
menghasilkan keuntungan sebesar-
besarnya melalui promosi, metode 
penjualan, dan penerapan perjanjian 
standar yang merugikan konsumen. 
Pembuat undang-undang telah 
menyebut perjanjian standar sebagai 
salah satu masalah konsumen yang 
dapat melemahkan posisi mereka 
dalam bagian penjelasan umum. Oleh 
karena itu, Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen harus 
mengatur penggunaan perjanjian 
standar dan klausula baku.4 

Dalam konteks hukum 
perlindungan konsumen, klausula 
baku menjadi salah satu isu penting 
yang mendapatkan perhatian khusus. 

                                                            
4 Sondakh Sindy, “Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula 
Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” 
Lex Privatum 2, no. 2 (2014): 79–86. 

Klausula baku ialah suatu aturan, 
berupa ketentuan, dan suatu syarat-
syarat yang dibuat secara sepihak oleh 
pelaku usaha dan dimasukkan ke 
dalam suatu dokumen atau perjanjian 
yang mengikat, yang Dimana 
ketentuan tersebut dianggap wajib 
dipatuhi oleh pihak konsumen. 
Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), klausula baku didefinisikan 
sebagai ketentuan yang dibuat secara 
sepihak oleh pelaku usaha. Klausula 
ini biasanya diterapkan oleh pihak 
yang memiliki banyak kontrak dengan 
konsumen lain. Pasal 18 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen 
adalah satu-satunya pasal dalam Bab 
V yang berbicara tentang persyaratan 
untuk mencantumkan klausula baku. 
Pasal 18 ayat 1 dan 2 mengatur dua 
jenis larangan bagi pelaku usaha saat 
menyusun dan mencantumkan 
klausula baku dalam perjanjian baku; 
ayat 2 mengatur bentuk, format, dan 
suatu bentuk penulisan perjanjian 
baku yang dilarang. Klausula baku 
yang biasanya banyak sekali 
ditemukan dalam kuitansi pembelian, 
bon, perjanjian, faktur, atau dokumen 
lain yang tentunya berkaitan dengan 
semua transaksi jual beli, hal tersebut 
sangatlah membuat konsumen 
merasa tidak nyaman dan membuat 
posisi mereka seakan akan menjadi 
tidak kuat untuk mengedepankan 
haknya dihadapan pihak pelaku 
usaha, dan konsumen juga banayak 
tidak menyadrinya atas ketidak 
tahuan mereka. 
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Klausula baku sering kali 
menempatkan konsumen dalam 
posisi yang kurang menguntungkan. 
Konsumen biasanya tidak memiliki 
pilihan lain selain menerima klausula 
yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha, karena dokumen atau 
perjanjian tersebut biasanya sudah 
siap pakai dan tidak memungkinkan 
untuk dinegosiasikan. Hal ini 
membuat konsumen kehilangan hak 
untuk berunding dan menyesuaikan 
syarat-syarat yang ada sesuai dengan 
kepentingan dan kondisi mereka. 
Klausula baku dapat mencakup 
berbagai ketentuan yang merugikan 
konsumen, seperti pembatasan 
tanggung jawab pelaku usaha, 
pengalihan risiko kepada konsumen, 
atau penetapan syarat-syarat yang 
tidak adil dan memberatkan 
konsumen. Dalam banyak kasus, 
konsumen mungkin tidak 
sepenuhnya menyadari atau 
memahami implikasi dari klausula-
klausula tersebut karena bahasa 
hukum yang kompleks dan 
kurangnya transparansi dari pelaku 
usaha. 

Pemerintah telah menetapkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen untuk melindungi hak-
hak konsumen dari praktik bisnis 
yang tidak etis. Salah satu tujuan 
utama undang-undang ini adalah 
untuk mencegah bisnis 
memanfaatkan konsumen sebagai alat 
untuk mencapai keuntungan 
maksimal dengan cara-cara seperti 
promosi yang menyesatkan, teknik 
penjualan yang memaksa, dan 

penggunaan perjanjian standar yang 
merugikan konsumen. Pembuat 
undang-undang mengidentifikasi 
perjanjian standar sebagai salah satu 
permasalahan utama yang dapat 
melemahkan posisi konsumen dalam 
transaksi komersial. Dengan 
demikian, Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen bertujuan 
untuk memberikan landasan hukum 
yang kuat bagi perlindungan 
konsumen terhadap praktik-praktik 
yang dapat merugikan mereka secara 
ekonomi maupun hukum. Undang-
undang ini juga mencerminkan 
komitmen pemerintah dalam 
mengatur dan mengawasi kegiatan 
bisnis agar beroperasi secara adil dan 
bertanggung jawab terhadap 
masyarakat. Dengan adanya regulasi 
ini, diharapkan bahwa hubungan 
antara pelaku usaha dan konsumen 
dapat lebih seimbang dan saling 
menguntungkan, menghindarkan 
konsumen dari eksploitasi dan 
memastikan bahwa kepentingan 
mereka dihormati dalam setiap aspek 
transaksi bisnis. Oleh karena itu, 
Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen harus mengatur 
penggunaan perjanjian standar dan 
klausula baku. 

Dalam Pasal 18 UUPK, terdapat 
beberapa ketentuan yang dirancang 
untuk melindungi konsumen dari 
dampak negatif klausula baku. Pasal 
ini melarang pelaku usaha untuk: 
1. Mencantumkan klausula yang 

menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha. 
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2. Mencantumkan klausula yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak pengembalian 
barang yang sudah dibeli oleh 
konsumen. 

3. Mencantumkan klausula yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak pengembalian 
uang yang sudah dibayarkan oleh 
konsumen. 

4. Mencantumkan klausula yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak memaksa konsumen 
untuk menerima barang yang 
tidak sesuai dengan perjanjian. 

5. Mencantumkan klausula yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak mengubah syarat-syarat 
perjanjian secara sepihak. 

6. Mencantumkan klausula yang 
menyatakan bahwa konsumen 
dianggap menyetujui syarat-
syarat baru yang diubah oleh 
pelaku usaha. 
Ketentuan-ketentuan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa 
konsumen tidak dirugikan oleh 
syarat-syarat yang tidak adil dan 
memberikan perlindungan hukum 
yang memadai bagi konsumen. 
Pengawasan dan penegakan hukum 
terkait penggunaan klausula baku 
dalam perjanjian konsumen 
merupakan tanggung jawab Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional 
(BPKN) dan instansi pemerintah 
terkait. BPKN memiliki peran 
penting dalam menerima dan 
menangani pengaduan dari 
konsumen yang merasa dirugikan 
oleh klausula baku yang tidak adil. 
Selain itu, BPKN juga memiliki 

wewenang untuk melakukan 
penyelidikan dan memberikan 
rekomendasi kepada pihak 
berwenang untuk mengambil 
tindakan hukum terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan 
UUPK. 

Penegakan hukum terhadap 
pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan terkait klausula baku dapat 
dilakukan melalui beberapa 
mekanisme, antara lain: 
1. Pengaduan Konsumen 

Konsumen yang merasa 
dirugikan dapat mengajukan 
pengaduan kepada BPKN atau 
instansi pemerintah terkait 
lainnya. Pengaduan ini akan 
ditindaklanjuti melalui proses 
investigasi dan mediasi untuk 
mencari solusi yang adil bagi 
kedua belah pihak. 

2. Litigasi 
Konsumen juga dapat 

mengajukan gugatan ke 
pengadilan untuk meminta 
pembatalan atau perubahan 
klausula baku yang dianggap 
merugikan. Pengadilan akan 
memeriksa dan memutuskan 
apakah klausula tersebut 
bertentangan dengan ketentuan 
UUPK dan prinsip-prinsip 
perlindungan konsumen. 

3. Sanksi Administratif 
Pelaku usaha yang terbukti 

melanggar ketentuan terkait 
klausula baku dapat dikenakan 
sanksi administratif, seperti 
denda atau pencabutan izin 
usaha. Sanksi ini bertujuan untuk 
memberikan efek jera dan 
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mendorong pelaku usaha untuk 
mematuhi ketentuan yang 
berlaku. 

 
Peran Konsumen dalam 
Mencegah Klausula Baku yang 
Merugikan 

Selain perlindungan hukum yang 
diberikan oleh pemerintah, 
konsumen juga memiliki peran 
penting dalam mencegah penggunaan 
klausula baku yang merugikan. 
Beberapa langkah yang dapat diambil 
oleh konsumen antara lain: 
1. Meningkatkan Kesadaran dan 

Pemahaman Hukum 
Konsumen harus 

meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman mereka mengenai 
hak-hak mereka berdasarkan 
UUPK. Dengan memahami hak-
hak mereka, konsumen dapat 
lebih proaktif dalam menolak 
syarat-syarat yang tidak adil dan 
melaporkan pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha. 

2. Membaca dan Memahami 
Perjanjian dengan Teliti 

Sebelum menandatangani 
perjanjian atau dokumen 
transaksi, konsumen harus 
membaca dan memahami dengan 
teliti syarat-syarat yang tercantum 
dalam perjanjian tersebut. Jika 
terdapat syarat yang dirasa tidak 
adil atau merugikan, konsumen 
harus berani untuk menolak atau 
meminta klarifikasi dari pelaku 
usaha. 

 
 

3. Mengajukan Pertanyaan dan 
Klarifikasi 

Konsumen harus tidak ragu 
untuk mengajukan pertanyaan 
dan meminta klarifikasi mengenai 
syarat-syarat yang tidak dipahami 
atau dirasa merugikan. Pelaku 
usaha memiliki kewajiban untuk 
memberikan informasi yang jelas 
dan transparan kepada konsumen 
mengenai syarat-syarat perjanjian. 

4. Melakukan Riset dan 
Membandingkan Penawaran 

Konsumen dapat melakukan 
riset dan membandingkan 
penawaran dari berbagai pelaku 
usaha sebelum membuat 
keputusan pembelian. Dengan 
membandingkan penawaran, 
konsumen dapat memilih pelaku 
usaha yang memberikan syarat-
syarat yang lebih adil dan 
menguntungkan. 

5. Menggunakan Hak untuk 
Mengajukan Pengaduan 

Jika merasa dirugikan oleh 
klausula baku yang tidak adil, 
konsumen harus tidak ragu untuk 
menggunakan hak mereka untuk 
mengajukan pengaduan kepada 
BPKN atau instansi pemerintah 
terkait lainnya. Pengaduan ini 
akan membantu untuk 
menindaklanjuti pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dan 
mendorong perubahan yang lebih 
baik dalam perlindungan 
konsumen. 
Klausula baku dalam perjanjian 

konsumen merupakan isu penting 
yang perlu mendapatkan perhatian 
serius dalam upaya perlindungan 
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konsumen. Klausula baku yang 
dibuat secara sepihak oleh pelaku 
usaha sering kali menempatkan 
konsumen dalam posisi yang kurang 
menguntungkan dan merugikan hak-
hak mereka. Untuk melindungi 
konsumen dari dampak negatif 
klausula baku, pemerintah telah 
menetapkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang mengatur 
penggunaan perjanjian standar dan 
klausula baku. Pasal 18 UUPK 
memberikan ketentuan yang 
melarang pelaku usaha untuk 
mencantumkan klausula yang 
merugikan konsumen. Selain itu, 
pengawasan dan penegakan hukum 
terhadap pelanggaran ketentuan ini 
dilakukan oleh BPKN dan instansi 
pemerintah terkait lainnya. 
Konsumen juga memiliki peran 
penting dalam mencegah penggunaan 
klausula baku yang merugikan dengan 
meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman hukum, membaca dan 
memahami perjanjian dengan teliti, 
mengajukan pertanyaan dan 
klarifikasi, melakukan riset dan 
membandingkan penawaran, serta 
menggunakan hak untuk mengajukan 
pengaduan. Dengan kerjasama antara 
pemerintah, pelaku usaha, dan 
konsumen, diharapkan penggunaan 
klausula baku yang merugikan dapat 
diminimalisir dan hak-hak konsumen 
dapat lebih terlindungi. Perlindungan 
konsumen yang efektif akan 
menciptakan iklim bisnis yang lebih 
sehat dan adil, serta meningkatkan 
kepercayaan dan kepuasan konsumen 
terhadap pelaku usaha. 

 

2. Upaya hukum apabila terjadi 
klasula baku yang dibauat oleh 
pelaku usaha terhadap 
konsumen dalam suatu 
transaksi 

Sebagaimana kita ketahui di atas, 
klausula baku adalah aturan atau 
ketentuan yang telah ditetapkan 
secara sepihak oleh perusahaan dan 
ditulis dalam dokumen atau 
perjanjian yang mengikat dan harus 
dipenuhi oleh konsumen. Aturan 
sepihak yang dicantumkan dalam 
kuitansi, faktur, bon, perjanjian, atau 
dokumen lain yang berkaitan dengan 
transaksi jual beli tidak boleh 
berdampak negatif pada konsumen. 
Prinsip keseimbangan, keadilan, dan 
kewajaran harus menjadi landasan 
bagi klausula baku yang dibuat oleh 
pelaku usaha. Pengadilan dapat 
membatalkan perjanjian jika prinsip-
prinsip ini tidak diterapkan. Asas 
kebebasan berkontrak terbatas dalam 
hukum perdata. Dalam konteks 
hukum, apabila isi suatu kontrak 
dianggap tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, norma 
kesusilaan, ketertiban umum, 
kebiasaan yang berlaku, serta prinsip 
kepatutan dan keadilan, maka hakim 
memiliki wewenang untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap kontrak 
tersebut. Dalam perannya sebagai 
penegak hukum, hakim diberi 
kewenangan untuk melakukan 
penyesuaian terhadap isi kontrak 
dengan cara menambahkan, 
mengurangi, atau bahkan menghapus 
syarat-syarat yang terdapat dalam 
kontrak tersebut. 
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Pemeriksaan ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa kontrak tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai 
hukum yang mendasar, melindungi 
kepentingan yang adil antara pihak-
pihak yang terlibat, serta menjaga 
agar tidak terjadi penyalahgunaan atas 
kebebasan berkontrak. Dengan 
demikian, hakim memainkan peran 
penting dalam mengawasi kesesuaian 
kontrak dengan norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. Selain itu, 
proses ini juga bertujuan untuk 
menjaga agar kontrak tidak 
menimbulkan dampak negatif bagi 
kepentingan umum atau mengganggu 
ketertiban sosial yang telah terbentuk. 
Oleh karena itu, kewenangan hakim 
untuk memeriksa dan memodifikasi 
kontrak mencerminkan upaya untuk 
menjaga keseimbangan antara 
kebebasan berkontrak dan 
perlindungan terhadap nilai-nilai 
sosial yang dianut oleh masyarakat. 
Dengan demikian, upaya hakim 
untuk menyesuaikan isi kontrak 
merupakan bagian integral dari sistem 
hukum yang ada, yang bertujuan 
untuk menghasilkan penyelesaian 
yang adil dan seimbang dalam 
hubungan kontraktual antara pihak-
pihak yang bersangkutan.. Pasal 1338 
KUHPerdata menyatakan bahwa 
kebebasan berkontrak tidak bersifat 
absolut. Dalam situasi tertentu, hakim 
dapat menggunakan tafsiran hukum 
untuk menentukan bahwa posisi para 
pihak dalam perjanjian tidak 
seimbang, sehingga salah satu pihak 
dianggap tidak memiliki kebebasan 
untuk mengatakan apa yang mereka 
inginkan, dan perjanjian dibatalkan. 

Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) secara 
komprehensif mengatur mengenai 
klausula baku. Menurut Pasal 22 ayat 
(1) POJK No. 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan, klausula baku 
dijelaskan sebagai peraturan atau 
syarat-syarat yang telah ditetapkan 
oleh pelaku usaha secara sepihak. 
Klausula ini tertuang dalam dokumen 
atau perjanjian yang mengikat, 
dengan kewajiban bagi konsumen 
untuk mematuhinya. Klausula baku 
merujuk pada aturan yang telah 
disiapkan oleh pihak pelaku usaha 
tanpa melibatkan negosiasi langsung 
dengan konsumen. Hal ini 
mengimplikasikan bahwa konsumen 
harus mematuhi ketentuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh pihak 
penjual atau penyedia layanan. Tujuan 
utama dari regulasi ini adalah untuk 
melindungi konsumen dari praktik-
praktik yang mungkin merugikan 
mereka, seperti ketidakadilan dalam 
ketentuan kontrak yang bisa 
merugikan salah satu pihak. Peraturan 
ini penting untuk memastikan bahwa 
konsumen memperoleh perlindungan 
hukum yang cukup dalam setiap 
transaksi komersial, terutama di 
sektor jasa keuangan di mana 
transparansi dan keadilan dalam 
kontrak sangat diperlukan. Dengan 
demikian, penerapan klausula baku 
harus memperhatikan prinsip-prinsip 
keadilan dan perlindungan konsumen 
secara menyeluruh, sesuai dengan 
semangat Undang-undang 
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Perlindungan Konsumen dan regulasi 
OJK yang relevan.5 

Klausula baku, meskipun sah 
digunakan, memiliki batasan-batasan 
yang tegas dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Klausula-
klausula yang tidak dapat digunakan 
termasuk pengalihan tanggung jawab 
dari pelaku usaha kepada konsumen, 
penolakan untuk mengembalikan 
barang atau uang yang telah dibayar, 
serta memaksa konsumen untuk 
tunduk pada aturan baru, perubahan, 
dan lanjutan tanpa persetujuan. Selain 
itu, klausula yang memberikan kuasa 
unilateral kepada pelaku usaha 
terhadap barang angsuran atau yang 
mengurangi manfaat atau kekayaan 
konsumen juga tidak sah. Pasal 18, 
ayat (3) dari UU PK menegaskan 
bahwa klausula baku yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha dalam 
dokumen atau perjanjian harus 
mematuhi ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2) 
untuk dianggap sah secara hukum. 
Klausula yang tidak memenuhi 
ketentuan ini akan dinyatakan 
BATAL DEMI HUKUM. 
Pentingnya mematuhi regulasi ini 
adalah untuk melindungi hak-hak 
konsumen dari praktik-praktik yang 
tidak adil atau merugikan. Oleh 
karena itu, pengetahuan yang 
mendalam mengenai ketentuan ini 
sangat penting bagi pelaku usaha agar 
dapat memastikan bahwa klausula-
klausula yang digunakan tidak hanya 

                                                            
5 POJK no. 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan, Pasal 22 ayat (1) 

sah secara formal tetapi juga 
mematuhi semangat perlindungan 
konsumen yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. 

Selain itu, seperti yang tercantum 
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, b, c, e, dan ayat (2), UU PK, 
Pasal 62 ayat (1) mengatur sanksi 
pidana atas pelanggaran klausula baku 
yang dilakukan oleh pelaku usaha. 
Pelaku usaha dapat menghadapi 
hukuman penjara tidak lebih dari 5 
(lima) tahun atau denda tidak lebih 
dari 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 

Sesuai Pasal 22 POJK No. 
1/POJK.07/2013, Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan semakin sering 
menggunakan perjanjian baku digital 
atau elektronik sebagai akibat dari 
kemajuan teknologi. Saat mereka 
melakukan transaksi di pasar digital, 
konsumen harus memahami kontrak 
elektronik. Jika terdapat adanya suatu 
bentuk kesepakatan antara para pihak 
yang berkaitan, dengan dilakukan 
oleh subjek hukum yang sudah cakap 
atau berwenang dan memiliki 
kewenangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
dan objek yang menjadi wujud 
transaksi nya tidak boleh 
bertentangan dengan hukum, 
kesusilaan, atau ketertiban umum 
masyarakat, kontrak elektronik 
dianggap suatu hal yang sah. Kontrak 
elektronik harus berisi suatu identitas 
para pihak, spesifikasi barang yang 
dikaitkan, nominal harga dan besaran 
biaya, persyaratan suatu transaksi 
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elektronik, prosedur pembatalan oleh 
pihak, ketentuan yang didalmnya 
memberikan suatu hak kepada pihak 
yang dirugikan untuk mengembalikan 
suatu barang atau meminta suatu 
penggantian produk jika ada cacat 
yang tersembunyi, dan opsi hukum 
untuk penyelesaian suatu wujud dari 
transaksi elektronik. 

Perdagangan dalam wujud digital 
juga meningkatkan peluang sengketa 
di sektor digital. Selain UU PK, 
pemerintah juga telah berusaha 
melindungi para konsumen di sektor 
digital dengan melalui PP PMSE No. 
80/2019, yang mencakup beberapa 
aturan seperti suatu kewajiban untuk 
pelaku usaha dikhususkan 
memberikan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur, besert larangan iklan 
elektronik yang bertentangan dengan 
suatu hak dari konsumen dan suatu 
prinsip persaingan usaha yang sehat, 
serta pengaturan informasi dalam 
suatu kontrak elektronik. 

Dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) mengenai Perlindungan 
Konsumen dalam Transaksi 
Elektronik (PMSE), terdapat 
serangkaian ketentuan yang mengatur 
tata cara pelaksanaan yang berlaku 
bagi pelaku usaha. Salah satunya 
adalah kewajiban untuk memberikan 
informasi yang akurat, jelas, dan jujur 
kepada konsumen. Hal ini mencakup 
iklan elektronik yang tidak boleh 
melanggar hak konsumen atau 
prinsip persaingan usaha yang sehat. 
Selain itu, setiap penawaran yang 
disampaikan secara elektronik harus 
sesuai dengan hukum yang berlaku 
dan tidak boleh dilakukan secara 

sewenang-wenang. Pelaku usaha juga 
bertanggung jawab untuk 
memastikan keamanan, kelayakan, 
kesesuaian, dan ketepatan waktu 
pengiriman barang kepada 
konsumen. Dalam situasi di mana 
terjadi perbedaan antara waktu 
pengiriman yang dijanjikan dan yang 
sebenarnya, pelaku usaha memiliki 
kewajiban untuk menyelesaikan 
perselisihan yang timbul akibat hal 
tersebut. Jika terjadi kejadian yang 
disebabkan kesalahan dalam 
pengiriman barang, ketidaksesuaian 
dengan pesanan, cacat tersembunyi, 
kerusakan, atau barang yang 
kadaluarsa, konsumen memiliki hak 
untuk menukar atau mengembalikan 
barang tersebut. PP PMSE ini 
dirancang untuk melindungi hak 
konsumen sekaligus mendorong 
praktik bisnis yang transparan dan 
bertanggung jawab di dalam ranah 
transaksi elektronik. Dengan 
demikian, keberadaan regulasi ini 
diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan bisnis yang lebih adil dan 
aman bagi semua pihak yang terlibat 
dalam perdagangan elektronik.. 

Seorang yang bernama Husna 
Zahir, yang merupakan seorang 
mantan pengurus dari YLKI, 
mengemukakan bahwa transaksi 
digital sering kali menyebabkan 
berbagai masalah bagi konsumen. 
Salah satu masalah utama adalah 
keterlambatan pengiriman barang, 
ketidaksesuaian dengan pesanan yang 
dijanjikan, atau bahkan barang yang 
rusak saat diterima. Menurutnya, 
banyak perusahaan cenderung enggan 
mengakui kesalahan mereka dan 
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hanya mau bertanggung jawab atas 
barang yang tidak sesuai dengan 
harapan konsumen. Husna 
menjelaskan bahwa dalam 
menghadapi masalah semacam ini, 
konsumen memiliki beberapa pilihan. 
Pertama, mereka dapat memilih 
untuk mengembalikan barang 
tersebut, baik sebagian maupun 
seluruhnya. Alternatif lain adalah 
menerima barang dalam kondisi yang 
ada saat itu juga. Terakhir, konsumen 
dapat menerima barang dengan 
meminta kompensasi untuk kerugian 
yang diderita. Dalam situasi di mana 
ketiga opsi tersebut tidak 
memungkinkan atau tidak 
memuaskan, konsumen dapat 
menggunakan mekanisme 
penyelesaian sengketa yang tersedia. 
Saat ini, penyelesaian sengketa dapat 
dilakukan secara langsung melalui 
platform atau toko online, melalui 
Layanan Pengaduan Konsumen 
Sistem Informasi (LPKSM) setempat 
dengan bantuan klarifikasi online atau 
melalui mediasi, atau melalui Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) dengan mengundang semua 
pihak terkait untuk mencari solusi 
yang adil dan memuaskan. Upaya-
upaya ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa konsumen tidak 
hanya mendapatkan hak mereka 
secara penuh, tetapi juga mendukung 
perlindungan konsumen dalam era 
transaksi digital yang semakin 
kompleks ini. 

Husna juga menambahkan 
bahwa ada dua jenis sengketa dalam 
belanja online: belanja melalui 
platform resmi atau tidak. Sengketa 

yang paling umum adalah pembelian 
melalui orang di Facebook atau 
Instagram, yang sulit ditindaklanjuti. 
Sebaliknya, jika belanja dilakukan 
melalui platform resmi, toko 
mungkin dapat menindaklanjuti 
komplain jika mereka tidak 
menanggapi karena penipuan atau 
produk yang tidak sesuai.6 
 
Pengembangan Pembahasan 
Klausula Baku dan Perlindungan 
Konsumen 

Menurut Pasal 1338 
KUHPerdata, prinsip kebebasan 
berkontrak dalam hukum kontrak 
Indonesia memungkinkan para pihak 
untuk membuat perjanjian sesuai 
dengan kehendak mereka. Namun, 
kebebasan ini tidak lengkap. Jika ada 
ketidakseimbangan atau ketidakadilan 
dalam kontrak yang dibuat, hakim 
dapat memeriksa isi perjanjian. Ini 
terutama berlaku dalam kasus di 
mana kontrak tersebut melanggar 
keadilan, kesusilaan, ketertiban 
umum, kebiasaan, atau aturan 
hukum. Akibatnya, hakim memiliki 
otoritas untuk menambah, 
mengurangi, atau bahkan meniadakan 
syarat-syarat yang tercantum dalam 
kontrak tersebut. Hakim memiliki 
peran penting dalam menafsirkan dan 
menilai kontrak untuk memastikan 
bahwa tidak ada pihak yang dirugikan 
oleh klausula yang tidak adil. 

                                                            
6 Fitri Novia Heriani, “Memahami 

Klausula Baku Dan Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa Konsumen,” 2022, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/kl
ausula-baku-dan-mekanisme-penyelesaian-
sengketa-konsumen-
lt6206029634f91/?page=3. 
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. 

1. Klausula Baku dalam UU 
Perlindungan Konsumen 

Pasal 22 ayat (1) POJK No. 
1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuanga mengatur klausula 
baku dalam UU No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UU PK). Menurut 
Pasal 1 ayat 10 UU PK, klausula 
baku adalah setiap aturan atau 
ketentuan yang telah ditetapkan 
secara sepihak oleh pelaku usaha 
dan dituangkan dalam dokumen 
atau perjanjian yang mengikat 
yang harus dipenuhi oleh 
konsumen. 

2. Pembatasan Penggunaan Klausula 
Baku 

Meskipun klausula baku dapat 
digunakan, ada beberapa suatu 
ketentuan yang dlam hal ini tidak 
dibolehkan untuk dimasukkan. 
Dalam wujud klausula baku tidak 
diperkenankan didalamnya 
mencakup pengalihan suatu 
bentuk tanggung jawab dari pelaku 
usaha,  berupa penolakan untuk 
mengembalikan barang atau uang 
yang telah dibayar, atau berupa 
suatu ketentuan yang 
mengharuskan konsumen tunduk 
pada suatu aturan baru yang 
dibuatnya secara sepihak tanpa 
kesepakatan konsumen, suatu 
perubahan, atau lanjutan yang 
dibuat secara sewenang-wenang 
oleh pelaku usaha. Ini juga tidak 
boleh mencakup kuasa pelaku 
usaha untuk melakukan tindakan 
sepihak terhadap angsuran, 

pengurangan manfaat atau harta 
kekayaan konsumen, atau 
ketentuan yang menunjukkan 
bahwa konsumen akan dikenakan 
biaya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 
(3) UU PK, klausula perjanjian 
yang melanggar ketentuan ini 
dianggap batal demi hukum. 

3. Sanksi atas Pelanggaran Klausula 
Baku 

Selain itu, pelanggaran 
klausula baku memiliki 
konsekuensi pidana yang diatur 
dalam Pasal 62 Ayat (1) UU PK. 
Jika seorang pelaku usaha 
melanggar peraturan yang 
tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 
15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, 
e, dan Pasal 18 dapat dikenakan 
denda tidak lebih dari 5 (lima) 
tahun penjara atau denda tidak 
lebih dari 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). Pemerintah sangat 
berkomitmen untuk melindungi 
konsumen dari klausula baku yang 
tidak adil dan merugikan, seperti 
yang ditunjukkan oleh sanksi 
pidana ini. 

4. Perjanjian Baku dalam Bentuk 
Digital 

Pelaku usaha jasa keuangan 
semakin sering menggunakan 
perjanjian baku digital atau 
elektronik melalui media 
elektronik seiring kemajuan 
teknologi. Menurut Pasal 22 dalam  
POJK No. 1/POJK.07/2013, 
suatu kontrak elektronik dapat 
dianggap sah jika ada terdapat 
suatu kesepakatan antara belah 
pihak, dan tentunya harus 
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dilakukan oleh subjek hukum yang 
telah cakap atau berwenang sesuai 
dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan objek 
yang menjadi suatu transaksi tidak 
boleh bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan, atau 
ketertiban umum masyarakat. 
Dalam suatu kontrak elektronik, 
informasi yang seperti identitas 
pihak, spesifikasi produk, harga 
dan biaya, persyaratan dari 
transaksi elektronik, prosedur 
suatu pembatalan oleh pihak, 
ketentuan yang memberikan suatu 
hak kepada pihak yang dirugikan 
untuk mengembalikan suatu 
barang atau meminta suatu 
penggantian produk jika ada cacat 
tersembunyi, dan opsi hukum 
untuk menyelesaikan transaksi 
elektronik. 

5. Perlindungan Konsumen dalam 
Perdagangan Digital 

Selain itu, perdagangan digital 
meningkatkan kemungkinan 
konflik di bidang digital. Selain 
UU PK, pemerintah juga 
membuat PP No. 80/2019 
tentang Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (PMSE) untuk 
melindungi konsumen di sektor 
digital dan menyelesaikan 
sengketa. PP PMSE mencakup 
beberapa aturan seperti kewajiban 
pelaku usaha untuk memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan 
jujur, larangan iklan elektronik 
yang bertentangan dengan hak 
konsumen dan prinsip persaingan 
usaha yang sehat, dan pengaturan 
informasi dalam kontrak 

elektronik. Selain itu, pelaku usaha 
bertanggung jawab untuk 
memastikan keamanan, kelayakan 
kondisi, kesesuaian barang, dan 
ketepatan waktu pengiriman. 
Mereka juga harus menyelesaikan 
perselisihan jika jangka waktu 
pengiriman yang sebenarnya dan 
yang disepakati berbeda. 

6. Tantangan dalam Transaksi 
Digital 

Perusahaan yang tidak mau 
mengakui kesalahan dan hanya 
ingin bertanggung jawab atas 
produk yang tidak sesuai juga 
termasuk dalam kategori ini. 
Sengketa yang paling umum 
adalah pembelian melalui orang di 
Facebook atau Instagram, yang 
sulit ditindaklanjuti. Sebaliknya, 
jika belanja dilakukan melalui 
platform resmi, toko mungkin 
dapat menindaklanjuti komplain 
jika mereka tidak menanggapi 
karena penipuan atau produk yang 
tidak sesuai. 

Dalam kontrak antara pelaku 
usaha dan konsumen, klausula baku 
sangat penting. Meskipun 
memungkinkan proses pembuatan 
kontrak menjadi lebih cepat, klausula 
baku harus tetap memperhatikan 
prinsip keseimbangan, keadilan, dan 
kewajaran. Kerangka hukum yang 
diberikan oleh UU Perlindungan 
Konsumen dan peraturan terkait 
lainnya, seperti POJK dan PP PMSE, 
melindungi konsumen dari klausula 
baku yang tidak adil dan merugikan. 
Oleh karena itu, baik konsumen 
maupun pelaku usaha harus 
memahami hak dan kewajiban 
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mereka dalam perjanjian yang dibuat, 
termasuk dalam transaksi digital yang 
semakin berkembang. Perlindungan 
konsumen yang baik akan 
mendorong lingkungan bisnis yang 
sehat dan adil, serta meningkatkan 
kepercayaan pelanggan terhadap 
barang dan jasa yang ditawarkan. 
 
3. Efektivitas pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap 
klasula baku dalam undang-
undang 8 tahun 1999 terhadap 
perindungan hak-hak 
Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) merupakan 
landasan hukum yang sangat penting 
dalam melindungi hak-hak konsumen 
di Indonesia. Salah satu isu yang 
diatur dalam UUPK adalah mengenai 
klausula baku yang sering kali 
merugikan konsumen. Klausula baku 
adalah ketentuan atau syarat-syarat 
yang telah ditentukan sepihak oleh 
pelaku usaha dan dituangkan dalam 
suatu dokumen perjanjian atau 
kontrak yang harus disetujui oleh 
konsumen tanpa negosiasi terlebih 
dahulu.7 Klausula ini sering kali 
memberikan keuntungan yang tidak 
adil bagi pelaku usaha dan merugikan 
konsumen. Namun, efektivitas 
pengawasan dan penegakan hukum 
terhadap klausula baku dalam UUPK 
masih menghadapi berbagai 
tantangan yang signifikan. Berikut 
adalah beberapa tantangan utama 

                                                            
7 Siregar, B. (2020). Analisis Hukum 

Klausula Baku dalam Perjanjian Konsumen. 
Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 123-135. 

yang dihadapi dalam pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap klausula 
baku : 
1. Kapasitas Lembaga Pengawas 

yang Terbatas 
Badan Pengawas 

Perlindungan Konsumen dan 
Kompetisi Usaha (BPSK) sebagai 
salah satu lembaga yang 
bertanggung jawab dalam 
pengawasan perlindungan 
konsumen, memiliki keterbatasan 
dalam sumber daya dan 
kewenangan. BPSK harus 
menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia yang sangat luas, 
sementara sumber daya yang 
dimiliki, baik dari segi finansial 
maupun personel, sangat terbatas. 
Hal ini mengakibatkan 
pengawasan terhadap pelaku 
usaha menjadi tidak optimal.8 
Selain itu, kurangnya koordinasi 
antar lembaga terkait, seperti 
Kementerian Perdagangan, 
Kepolisian, dan Satuan Tugas 
Perlindungan Konsumen, juga 
menjadi kendala. Setiap lembaga 
memiliki wewenang dan tugas 
masing-masing, namun 
kurangnya sinergi dan koordinasi 
di antara mereka sering kali 
menyebabkan proses pengawasan 
dan penegakan hukum menjadi 
lambat dan tidak efektif. 

Badan Pengawas 
Perlindungan Konsumen dan 
Kompetisi Usaha (BPSK) 

                                                            
8 Susilo, H., & Rahman, M. (2019). 

Efektivitas Pengawasan terhadap 
Pelanggaran Klausula Baku di Indonesia. 
Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 89-101. 
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memiliki peran yang sangat 
penting dalam menjaga 
kepentingan konsumen dan 
memastikan bahwa pelaku usaha 
menjalankan kegiatan bisnisnya 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Namun, keterbatasan 
sumber daya dan kewenangan 
yang dimiliki oleh BPSK 
menghambat efektivitas 
pengawasan dan penegakan 
hukum di lapangan. Salah satu 
tantangan terbesar yang dihadapi 
BPSK adalah cakupan wilayah 
pengawasan yang sangat luas. 
Indonesia, dengan jumlah pulau 
yang mencapai lebih dari 17.000 
dan populasi yang tersebar di 
berbagai daerah, memerlukan 
sistem pengawasan yang 
komprehensif dan terstruktur. 
Namun, dengan keterbatasan 
finansial dan personel, BPSK 
sering kali kesulitan menjangkau 
daerah-daerah terpencil. 
Akibatnya, banyak pelaku usaha 
di daerah-daerah tersebut yang 
tidak mendapatkan pengawasan 
yang memadai, sehingga 
berpotensi merugikan konsumen. 
Selain itu, keterbatasan sumber 
daya juga berpengaruh terhadap 
kemampuan BPSK dalam 
melakukan sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat. Edukasi 
konsumen mengenai hak-hak 
mereka dan kewajiban pelaku 
usaha sangat penting untuk 
meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman masyarakat terhadap 
perlindungan konsumen. Namun, 
tanpa dukungan finansial yang 

memadai, program-program 
edukasi sering kali tidak dapat 
dilaksanakan secara optimal. Hal 
ini mengakibatkan rendahnya 
tingkat kesadaran konsumen akan 
hak-hak mereka, yang pada 
akhirnya berdampak pada 
efektivitas pengawasan BPSK. 
Koordinasi antar lembaga terkait 
juga menjadi isu krusial yang 
perlu mendapat perhatian. 
Kementerian Perdagangan, 
Kepolisian, dan Satuan Tugas 
Perlindungan Konsumen 
memiliki tugas dan wewenang 
masing-masing dalam 
perlindungan konsumen. Namun, 
kurangnya sinergi dan koordinasi 
di antara mereka sering kali 
menyebabkan tumpang tindih 
tugas dan lambatnya proses 
penanganan kasus. Misalnya, 
dalam hal penanganan keluhan 
konsumen, BPSK membutuhkan 
kerjasama dengan kepolisian 
untuk tindakan penegakan 
hukum. Namun, proses ini sering 
kali terhambat oleh birokrasi dan 
kurangnya komunikasi yang 
efektif antara lembaga-lembaga 
tersebut.  

Untuk mengatasi tantangan-
tantangan ini, beberapa langkah 
strategis perlu diambil. Pertama, 
peningkatan kapasitas sumber 
daya BPSK harus menjadi 
prioritas. Pemerintah perlu 
menyediakan anggaran yang 
memadai untuk mendukung 
operasional BPSK, termasuk 
dalam hal rekrutmen personel 
dan pengembangan kapasitas 
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mereka. Selain itu, pemanfaatan 
teknologi informasi juga dapat 
menjadi solusi untuk 
meningkatkan efektivitas 
pengawasan. Dengan sistem 
pengawasan berbasis teknologi, 
BPSK dapat memantau aktivitas 
pelaku usaha secara real-time dan 
lebih efisien. Kedua, peningkatan 
koordinasi dan sinergi antar 
lembaga terkait harus menjadi 
fokus utama. Pembentukan 
forum koordinasi atau task force 
khusus yang melibatkan BPSK, 
Kementerian Perdagangan, 
Kepolisian, dan Satuan Tugas 
Perlindungan Konsumen dapat 
menjadi langkah awal untuk 
meningkatkan kerjasama. Forum 
ini dapat digunakan untuk berbagi 
informasi, menyusun strategi 
bersama, dan mengatasi 
hambatan-hambatan birokrasi 
yang ada. Ketiga, program 
edukasi dan sosialisasi kepada 
masyarakat harus ditingkatkan. 
BPSK perlu bekerja sama dengan 
lembaga pendidikan, organisasi 
masyarakat, dan media massa 
untuk menyebarluaskan informasi 
mengenai hak-hak konsumen dan 
kewajiban pelaku usaha. Dengan 
peningkatan kesadaran 
konsumen, diharapkan 
masyarakat dapat lebih proaktif 
dalam melaporkan pelanggaran 
yang dilakukan oleh pelaku usaha, 
sehingga pengawasan dapat 
dilakukan dengan lebih efektif. 
Selain itu, evaluasi dan 
monitoring terhadap pelaksanaan 
kebijakan perlindungan 

konsumen juga harus dilakukan 
secara berkala. Pemerintah perlu 
memastikan bahwa kebijakan 
yang telah diimplementasikan 
berjalan sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan. Evaluasi ini 
dapat dilakukan melalui survei 
kepuasan konsumen, audit kinerja 
BPSK, dan analisis data keluhan 
konsumen. Dengan demikian, 
pemerintah dapat 
mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan yang ada dan 
mengambil langkah-langkah 
perbaikan yang diperlukan. 

Dalam menghadapi 
tantangan globalisasi dan 
perkembangan teknologi, BPSK 
juga perlu beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi. Pelaku 
usaha semakin kreatif dalam 
menjalankan bisnisnya, termasuk 
dalam hal pemasaran dan 
distribusi produk. Oleh karena 
itu, BPSK perlu terus 
memperbarui pengetahuan dan 
keterampilannya untuk dapat 
mengantisipasi dan mengatasi 
berbagai modus operandi baru 
yang dilakukan oleh pelaku usaha. 
Secara keseluruhan, upaya untuk 
meningkatkan efektivitas 
pengawasan perlindungan 
konsumen memerlukan kerjasama 
dan komitmen dari berbagai 
pihak. Pemerintah, lembaga 
terkait, pelaku usaha, dan 
masyarakat harus saling 
mendukung dan bekerja sama 
untuk menciptakan lingkungan 
bisnis yang adil dan aman bagi 
konsumen. Dengan demikian, 
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diharapkan perlindungan 
konsumen di Indonesia dapat 
semakin optimal dan memberikan 
manfaat yang nyata bagi seluruh 
masyarakat. 

2. Kesulitan dalam Pembuktian 
Pembuktian bahwa klausula 

baku telah merugikan konsumen 
secara individu merupakan proses 
yang rumit dan memakan waktu. 
Banyak konsumen yang tidak 
memiliki pengetahuan hukum 
yang memadai untuk memahami 
klausula baku yang sering kali 
ditulis dengan bahasa yang 
kompleks dan teknis. Ketika 
konsumen merasa dirugikan, 
mereka sering kali kesulitan untuk 
mengumpulkan bukti-bukti yang 
diperlukan untuk 
memperjuangkan hak-hak 
mereka. Selain itu, banyak 
konsumen yang enggan untuk 
melaporkan pelanggaran klausula 
baku karena khawatir akan proses 
hukum yang panjang dan 
berbelit-belit. Mereka juga sering 
merasa bahwa pelaku usaha 
memiliki kekuatan yang lebih 
besar dan lebih berpengaruh, 
sehingga merasa pesimis akan 
mendapatkan keadilan.9 

Pembuktian bahwa klausula 
baku telah merugikan konsumen 
secara individu merupakan proses 
yang rumit dan memakan waktu. 
Banyak konsumen yang tidak 
memiliki pengetahuan hukum 
yang memadai untuk memahami 

                                                            
9 Kusuma, A. (2021). Perlindungan 

Konsumen di Indonesia: Implementasi dan 
Tantangan. Jakarta: Penerbit Gramedia. 

klausula baku yang sering kali 
ditulis dengan bahasa yang 
kompleks dan teknis. Ketika 
konsumen merasa dirugikan, 
mereka sering kali kesulitan untuk 
mengumpulkan bukti-bukti yang 
diperlukan untuk 
memperjuangkan hak-hak 
mereka. Selain itu, banyak 
konsumen yang enggan untuk 
melaporkan pelanggaran klausula 
baku karena khawatir akan proses 
hukum yang panjang dan 
berbelit-belit. Mereka juga sering 
merasa bahwa pelaku usaha 
memiliki kekuatan yang lebih 
besar dan lebih berpengaruh, 
sehingga merasa pesimis akan 
mendapatkan keadilan. 

Proses pembuktian dalam 
kasus pelanggaran klausula baku 
membutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang hukum 
perlindungan konsumen. 
Konsumen harus dapat 
menunjukkan bahwa klausula 
baku tersebut memang ada dalam 
kontrak yang mereka tanda 
tangani, serta bahwa klausula 
tersebut merugikan mereka. Hal 
ini memerlukan bukti 
dokumenter seperti salinan 
kontrak, serta mungkin saksi yang 
dapat menguatkan klaim mereka. 
Sayangnya, banyak konsumen 
yang tidak menyimpan dokumen-
dokumen penting ini atau tidak 
menyadari pentingnya bukti 
tersebut hingga terlambat. Lebih 
jauh lagi, bahasa yang digunakan 
dalam klausula baku sering kali 
sangat teknis dan sulit dipahami 



Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon  
Vol. 8 No. 1 (2024)  

p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525  
FH UM Cirebon 

 

Raymond, Implikasi Klausula Baku . . .      102 

oleh orang awam. Hal ini 
membuat banyak konsumen tidak 
menyadari sepenuhnya apa yang 
mereka setujui ketika 
menandatangani kontrak. 
Misalnya, dalam kontrak layanan 
telekomunikasi atau asuransi, 
klausula baku mungkin mencakup 
berbagai pengecualian dan 
pembatasan yang mengurangi hak 
konsumen. Ketika masalah 
muncul, konsumen sering kali 
baru menyadari bahwa mereka 
telah menandatangani kontrak 
yang sangat merugikan mereka. 

Keterbatasan pengetahuan 
hukum di kalangan konsumen 
merupakan hambatan besar 
dalam memperjuangkan hak 
mereka. Banyak konsumen yang 
tidak tahu ke mana harus mencari 
bantuan atau bagaimana cara 
memulai proses hukum. 
Meskipun ada organisasi 
perlindungan konsumen dan 
bantuan hukum yang tersedia, 
tidak semua konsumen 
mengetahui keberadaan atau cara 
mengakses layanan tersebut. 
Bahkan ketika mereka 
mengetahui, mereka mungkin 
merasa terintimidasi oleh proses 
hukum yang dianggap rumit dan 
mahal. Ketakutan terhadap 
proses hukum yang panjang dan 
berbelit-belit juga menjadi alasan 
banyak konsumen enggan 
melaporkan pelanggaran klausula 
baku. Proses pengajuan keluhan 
dan penyelesaian sengketa di 
pengadilan bisa memakan waktu 
berbulan-bulan atau bahkan 

bertahun-tahun. Selama proses 
ini, konsumen harus menyediakan 
waktu, energi, dan biaya yang 
tidak sedikit. Bagi banyak orang, 
upaya ini dianggap tidak 
sebanding dengan potensi 
manfaat yang akan mereka 
dapatkan. Di sisi lain, pelaku 
usaha sering kali memiliki sumber 
daya yang lebih besar untuk 
mempertahankan diri dalam 
kasus hukum. Mereka dapat 
menyewa tim hukum yang kuat 
untuk mengatasi keluhan 
konsumen. Dengan dukungan 
hukum yang lebih baik, pelaku 
usaha memiliki peluang lebih 
besar untuk memenangkan kasus 
atau setidaknya menunda 
penyelesaian kasus hingga 
konsumen menyerah. 
Ketidakimbangan kekuatan ini 
membuat banyak konsumen 
merasa pesimis dan akhirnya 
memilih untuk tidak melanjutkan 
perjuangan hukum mereka. Selain 
itu, ada juga faktor sosial dan 
psikologis yang mempengaruhi 
keputusan konsumen untuk tidak 
melaporkan pelanggaran klausula 
baku. Banyak konsumen yang 
merasa malu atau ragu untuk 
mengakui bahwa mereka telah 
tertipu atau dirugikan oleh pelaku 
usaha. Mereka mungkin merasa 
bahwa hal ini menunjukkan 
kelemahan atau kurangnya kehati-
hatian di pihak mereka. Perasaan 
ini bisa menghalangi mereka 
untuk mencari keadilan, 
meskipun mereka memiliki hak 
untuk itu.  
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Upaya untuk mengatasi 
masalah ini memerlukan 
pendekatan yang komprehensif. 
Pertama, edukasi hukum bagi 
konsumen harus ditingkatkan. 
Konsumen perlu mendapatkan 
informasi yang memadai tentang 
hak-hak mereka dan bagaimana 
cara melindungi diri dari klausula 
baku yang merugikan. 
Pemerintah, organisasi 
perlindungan konsumen, dan 
pelaku usaha sendiri harus 
berperan aktif dalam memberikan 
edukasi ini. Kampanye publik, 
seminar, dan bahan edukatif yang 
mudah diakses dan dipahami 
dapat membantu meningkatkan 
kesadaran hukum di kalangan 
konsumen. Kedua, perlu ada 
peningkatan transparansi dalam 
penulisan dan penyampaian 
klausula baku. Pelaku usaha harus 
memastikan bahwa klausula baku 
ditulis dalam bahasa yang jelas 
dan mudah dipahami. Informasi 
penting harus disajikan dengan 
cara yang mudah diakses dan 
tidak tersembunyi dalam teks 
yang panjang dan rumit. 
Penggunaan alat bantu visual, 
seperti diagram atau tabel, dapat 
membantu menjelaskan poin-
poin utama dari klausula baku. 
Ketiga, akses ke bantuan hukum 
harus diperluas dan dipermudah. 
Konsumen yang merasa dirugikan 
harus memiliki akses mudah ke 
layanan bantuan hukum, baik dari 
pemerintah maupun organisasi 
non-pemerintah. Bantuan hukum 
gratis atau dengan biaya 

terjangkau dapat menjadi solusi 
bagi konsumen yang tidak 
memiliki kemampuan finansial 
untuk menyewa pengacara. Selain 
itu, pengembangan platform 
digital yang menyediakan 
informasi dan bantuan hukum 
secara online dapat membantu 
menjangkau lebih banyak 
konsumen. Keempat, perlu ada 
reformasi dalam sistem peradilan 
untuk mempercepat penyelesaian 
sengketa konsumen. Proses 
hukum yang panjang dan 
berbelit-belit harus 
disederhanakan agar konsumen 
tidak merasa terbebani. 
Pengadilan khusus untuk kasus 
perlindungan konsumen atau 
mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa dapat 
menjadi solusi yang efektif. 
Dengan adanya pengadilan 
khusus, kasus-kasus konsumen 
dapat ditangani dengan lebih 
cepat dan efisien. Kelima, 
perlindungan terhadap pelapor 
pelanggaran harus diperkuat. 
Konsumen yang melaporkan 
pelanggaran harus dilindungi dari 
intimidasi atau pembalasan dari 
pelaku usaha. Mekanisme 
perlindungan saksi dan pelapor 
dapat diadopsi untuk memastikan 
bahwa konsumen merasa aman 
dalam melaporkan pelanggaran. 
Perlindungan ini juga harus 
mencakup kerahasiaan identitas 
pelapor dan jaminan keamanan 
mereka. Terakhir, ada perluasan 
tanggung jawab sosial dari pelaku 
usaha. Pelaku usaha harus 



Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon  
Vol. 8 No. 1 (2024)  

p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525  
FH UM Cirebon 

 

Raymond, Implikasi Klausula Baku . . .      104 

memiliki komitmen untuk 
melindungi hak-hak konsumen 
dan memastikan bahwa klausula 
baku yang mereka gunakan tidak 
merugikan konsumen. 
Pengawasan dan regulasi dari 
pemerintah terhadap praktik-
praktik bisnis yang merugikan 
konsumen harus ditingkatkan. 
Sanksi yang tegas dan konsisten 
terhadap pelanggaran klausula 
baku dapat memberikan efek jera 
dan mendorong pelaku usaha 
untuk beroperasi secara lebih 
bertanggung jawab. 

Dalam menghadapi 
tantangan ini, kolaborasi antara 
pemerintah, organisasi 
perlindungan konsumen, pelaku 
usaha, dan masyarakat luas sangat 
penting. Dengan upaya bersama, 
kita dapat menciptakan 
lingkungan yang lebih adil dan 
aman bagi konsumen. 
Perlindungan konsumen bukan 
hanya tentang melindungi 
individu dari kerugian, tetapi juga 
tentang menciptakan kepercayaan 
dan keadilan dalam transaksi 
bisnis. Dengan demikian, 
ekonomi yang lebih sehat dan 
berkelanjutan dapat tercapai. 

3. Sanksi yang Lemah 
Sanksi yang diatur dalam 

UUPK dianggap tidak cukup 
tegas untuk memberikan efek jera 
bagi pelaku usaha yang 
melanggar. Sanksi yang ada, 
seperti denda, penghentian 
kegiatan usaha, dan pencabutan 
izin usaha, sering kali tidak 
diterapkan dengan tegas. Bahkan, 

dalam banyak kasus, pelaku usaha 
yang terbukti melanggar hanya 
diberikan peringatan atau denda 
yang relatif kecil sehingga tidak 
memberikan efek jera yang 
signifikan. Proses penegakan 
hukum yang lamban juga menjadi 
masalah. Banyak kasus 
pelanggaran klausula baku yang 
membutuhkan waktu lama untuk 
diselesaikan, sehingga tidak 
memberikan kepastian hukum 
bagi konsumen. Hal ini membuat 
konsumen merasa tidak 
terlindungi dan pelaku usaha 
merasa tidak ada konsekuensi 
serius dari pelanggaran yang 
mereka lakukan. 

4. Kurangnya Sosialisasi dan 
Edukasi 

Masih banyak konsumen 
yang belum memahami hak-hak 
mereka dan cara untuk 
melindungi diri dari klausula baku 
yang merugikan.10 Kurangnya 
sosialisasi dan edukasi tentang 
UUPK dan hak-hak konsumen 
menyebabkan banyak konsumen 
tidak menyadari bahwa mereka 
bisa memperjuangkan hak-hak 
mereka. Masih banyak konsumen 
yang belum memahami hak-hak 
mereka dan cara untuk 
melindungi diri dari klausula baku 
yang merugikan. Kurangnya 
sosialisasi dan edukasi tentang 
UUPK (Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen) dan 
hak-hak konsumen menyebabkan 

                                                            
10 Wibowo, S. (2017). Hak-Hak 

Konsumen dan Penegakan Hukum di 
IndonesiA. Jurnal Hukum Bisnis, 3(1), 45-60. 
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banyak konsumen tidak 
menyadari bahwa mereka bisa 
memperjuangkan hak-hak 
mereka. Faktor ini diperburuk 
oleh ketidakseimbangan 
informasi antara pelaku usaha dan 
konsumen, di mana pelaku usaha 
seringkali lebih memahami dan 
menguasai ketentuan hukum yang 
berlaku dibandingkan konsumen. 

Ketidakseimbangan ini 
menciptakan situasi di mana 
konsumen mudah sekali terjerat 
dalam klausula baku yang 
merugikan. Klausula baku sering 
kali dicantumkan dalam 
perjanjian atau kontrak yang 
disusun oleh pelaku usaha dengan 
sedikit atau tanpa negosiasi 
dengan konsumen. Klausula ini 
dapat berupa ketentuan yang 
tidak adil atau berat sebelah yang 
memberikan keuntungan berlebih 
kepada pelaku usaha dan 
mengurangi hak-hak konsumen. 
Misalnya, klausula yang 
membatasi tanggung jawab 
pelaku usaha secara tidak wajar 
atau yang menetapkan syarat-
syarat yang sulit dipenuhi oleh 
konsumen. Pentingnya edukasi 
dan sosialisasi mengenai hak-hak 
konsumen di bawah UUPK tidak 
bisa diabaikan. Pemerintah, 
organisasi konsumen, dan 
lembaga pendidikan memiliki 
peran krusial dalam 
meningkatkan kesadaran 
konsumen. Program edukasi 
harus mencakup informasi 
mengenai apa itu klausula baku, 
bagaimana mengenalinya, dan 

langkah-langkah apa yang bisa 
diambil konsumen jika mereka 
merasa dirugikan oleh klausula 
tersebut. Selain itu, penting juga 
untuk memberikan pemahaman 
tentang proses pengaduan dan 
penyelesaian sengketa yang 
tersedia bagi konsumen. Salah 
satu cara yang efektif untuk 
meningkatkan pemahaman 
konsumen adalah melalui 
kampanye publik dan media 
sosial. Kampanye ini dapat 
menyebarkan informasi secara 
luas dan cepat mengenai hak-hak 
konsumen dan cara melindungi 
diri dari klausula baku. Selain itu, 
penyuluhan langsung di 
komunitas-komunitas, sekolah, 
dan tempat kerja juga dapat 
menjadi cara yang efektif untuk 
menjangkau konsumen yang 
mungkin tidak terpapar informasi 
melalui media digital. 

Selain itu, pelaku usaha juga 
memiliki tanggung jawab dalam 
melindungi konsumen dari 
klausula baku yang merugikan. 
Mereka harus memastikan bahwa 
kontrak dan perjanjian yang 
mereka buat adalah adil dan 
transparan. Hal ini bisa dilakukan 
dengan menyediakan informasi 
yang jelas dan mudah dipahami 
oleh konsumen serta memberikan 
kesempatan bagi konsumen 
untuk bertanya dan memahami 
ketentuan yang ada sebelum 
menandatangani perjanjian. 
Pelaku usaha juga harus siap 
untuk meninjau kembali dan 
mengubah klausula yang dianggap 
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tidak adil atau merugikan 
konsumen. Lembaga-lembaga 
pengawasan dan penegakan 
hukum juga perlu memperkuat 
peran mereka dalam mengawasi 
praktik-praktik bisnis yang 
merugikan konsumen. Mereka 
harus lebih proaktif dalam 
menindak pelaku usaha yang 
menggunakan klausula baku yang 
tidak adil serta memberikan 
sanksi yang tegas untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran 
di masa depan. Kolaborasi antara 
pemerintah, pelaku usaha, dan 
masyarakat sangat penting untuk 
menciptakan lingkungan bisnis 
yang adil dan melindungi hak-hak 
konsumen. 

Dalam konteks globalisasi 
dan perkembangan teknologi 
yang pesat, konsumen semakin 
dihadapkan pada berbagai bentuk 
transaksi yang kompleks, 
termasuk transaksi online yang 
sering kali melibatkan kontrak 
elektronik. Klausula baku dalam 
kontrak elektronik ini seringkali 
lebih sulit dipahami oleh 
konsumen karena disajikan dalam 
format digital yang panjang dan 
rumit. Oleh karena itu, edukasi 
konsumen juga harus mencakup 
pemahaman tentang hak-hak 
mereka dalam transaksi elektronik 
serta cara mengidentifikasi dan 
menolak klausula baku yang tidak 
adil dalam kontrak online. Secara 
keseluruhan, meningkatkan 
pemahaman konsumen mengenai 
hak-hak mereka dan perlindungan 
dari klausula baku yang 

merugikan memerlukan upaya 
bersama dari berbagai pihak. 
Edukasi yang terus-menerus, 
kampanye publik yang efektif, 
tanggung jawab pelaku usaha, 
serta pengawasan dan penegakan 
hukum yang ketat adalah kunci 
untuk menciptakan lingkungan 
bisnis yang adil dan melindungi 
hak-hak konsumen. Dengan 
demikian, konsumen akan lebih 
percaya diri dan berdaya dalam 
menghadapi berbagai bentuk 
transaksi, serta mampu 
memperjuangkan hak-hak mereka 
ketika merasa dirugikan oleh 
klausula baku yang tidak adil. 

Pelaku usaha juga belum 
sepenuhnya memahami 
kewajiban mereka dalam 
menyusun klausula baku yang 
sesuai dengan UUPK. Banyak 
pelaku usaha yang menyusun 
klausula baku tanpa 
mempertimbangkan kepentingan 
konsumen, sehingga sering kali 
menimbulkan ketidakadilan. 

 

Upaya untuk Meningkatkan 
Efektivitas Pengawasan dan 
Penegakan Hukum 

Meskipun terdapat berbagai 
tantangan, terdapat beberapa upaya 
yang dilakukan untuk meningkatkan 
efektivitas pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap klausula 
baku: 
a. Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan 
Salah satu langkah penting 

adalah peningkatan kapasitas 
kelembagaan BPSK dan lembaga 
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terkait. Hal ini mencakup 
peningkatan sumber daya 
manusia, finansial, dan teknologi 
untuk mendukung pengawasan 
yang lebih efektif. Pemerintah juga 
perlu memperkuat koordinasi 
antar lembaga terkait untuk 
memastikan sinergi dalam 
pengawasan dan penegakan 
hukum. 

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi 

informasi dapat memudahkan 
pengawasan dan pelaporan 
pelanggaran. Misalnya, dengan 
mengembangkan platform online 
yang memungkinkan konsumen 
untuk melaporkan pelanggaran 
klausula baku dengan mudah dan 
cepat.11 Platform ini juga dapat 
digunakan untuk mengumpulkan 
data dan informasi yang 
diperlukan untuk mengambil 
tindakan terhadap pelaku usaha 
yang melanggar. 

c. Meningkatkan Edukasi dan 
Sosialisasi 

Edukasi dan sosialisasi kepada 
konsumen dan pelaku usaha 
tentang klausula baku perlu 
ditingkatkan. Pemerintah dan 
lembaga terkait perlu mengadakan 
kampanye edukasi yang luas dan 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
kesadaran konsumen tentang hak-
hak mereka. Pelaku usaha juga 
perlu diberikan pelatihan dan 
panduan tentang cara menyusun 

                                                            
11 Prasetyo, A. (2018). Klausula Baku 

dan Perlindungan Konsumen di Era Digital. 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 6(4), 231-245. 

klausula baku yang adil dan sesuai 
dengan UUPK. 

d. Memperkuat Koordinasi Antar 
Lembaga 

Koordinasi antar lembaga 
terkait perlu diperkuat untuk 
memastikan bahwa pengawasan 
dan penegakan hukum berjalan 
dengan efektif. Hal ini mencakup 
pembentukan satuan tugas atau 
tim gabungan yang terdiri dari 
perwakilan berbagai lembaga 
untuk menangani kasus-kasus 
pelanggaran klausula baku secara 
terpadu. 

e. Revisi UUPK 
Pemerintah perlu 

mempertimbangkan revisi UUPK 
untuk memperkuat sanksi 
terhadap pelanggaran klausula 
baku. Sanksi yang lebih tegas dan 
penerapan yang konsisten 
diharapkan dapat memberikan 
efek jera yang lebih kuat bagi 
pelaku usaha. Selain itu, revisi 
UUPK juga perlu mencakup 
penyesuaian terhadap 
perkembangan teknologi dan 
dinamika pasar yang terus 
berubah. 

 
Contoh Kasus Upaya Penegakan 
Hukum 

Beberapa contoh upaya untuk 
meningkatkan efektivitas pengawasan 
dan penegakan hukum terhadap 
klausula baku adalah sebagai berikut: 
1. Kasus Meikarta 

Pada tahun 2021, Mahkamah 
Agung membatalkan perjanjian 
perdamaian antara PT Meikarta 
dan konsumen, serta 
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memerintahkan pengembalian 
dana konsumen.12 Kasus ini 
merupakan salah satu contoh 
bagaimana pengadilan dapat 
memainkan peran penting dalam 
melindungi hak-hak konsumen 
dari klausula baku yang 
merugikan. Keputusan ini 
memberikan preseden yang 
positif dan menunjukkan bahwa 
sistem hukum dapat memberikan 
perlindungan bagi konsumen 
yang dirugikan. 

2. Kasus Shopee 
Pada tahun 2022, BPSK 

DKI Jakarta menjatuhkan sanksi 
denda kepada PT Shopee 
Indonesia atas klausula baku 
dalam perjanjian layanannya yang 
dianggap merugikan konsumen.13 
Kasus ini menunjukkan bahwa 
lembaga pengawas seperti BPSK 
dapat mengambil tindakan tegas 
terhadap pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan UUPK. 
Sanksi yang dijatuhkan 
diharapkan dapat memberikan 
efek jera dan mendorong pelaku 
usaha lainnya untuk lebih berhati-
hati dalam menyusun klausula 
baku. 
Untuk memastikan efektivitas 

pengawasan dan penegakan hukum 
terhadap klausula baku di masa 
depan, beberapa rekomendasi yang 
dapat dipertimbangkan antara lain: 

                                                            
12 Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah 
Agung tentang Kasus Meikarta. 

13 Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) DKI Jakarta. (2022). 
Keputusan BPSK DKI Jakarta tentang 
Sanksi Denda kepada PT Shopee Indonesia. 

a. Pengembangan Sistem 
Pengawasan Berbasis Teknologi 

Pemerintah dan lembaga 
pengawas dapat mengembangkan 
sistem pengawasan berbasis 
teknologi untuk memantau 
perjanjian standar yang digunakan 
oleh pelaku usaha secara real-
time. Dengan menggunakan 
teknologi seperti artificial 
intelligence dan big data, 
pengawasan dapat dilakukan lebih 
efektif dan efisien. 
Pengembangan sistem 
pengawasan berbasis teknologi 
merupakan langkah progresif 
dalam mengawasi perjanjian 
standar yang digunakan oleh 
pelaku usaha secara real-time. 
Pendekatan ini tidak hanya 
memungkinkan pemerintah dan 
lembaga pengawas untuk 
meningkatkan efektivitas 
pengawasan, tetapi juga 
meningkatkan efisiensi dalam 
mengidentifikasi potensi 
pelanggaran atau masalah dalam 
implementasi perjanjian standar. 

Teknologi artificial 
intelligence (AI) memainkan 
peran kunci dalam sistem ini 
dengan kemampuannya untuk 
menganalisis data secara cepat 
dan akurat. AI dapat diprogram 
untuk memantau pola-pola dalam 
perjanjian standar dan mendeteksi 
anomali atau ketidaksesuaian 
dengan hukum yang berlaku.14 

                                                            
14 Smith, J., & Jones, A. Implementing 

technology-based monitoring systems for 
standard agreements. Journal of Consumer 
Protection 
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Misalnya, AI dapat 
mengidentifikasi klausul-klausul 
baku yang melanggar Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, 
yang menjadi fokus penelitian 
Anda. Selain AI, pemanfaatan big 
data juga memberikan 
keunggulan dalam pengawasan 
ini. Dengan mengumpulkan dan 
menganalisis data besar yang 
berkaitan dengan perjanjian 
standar yang digunakan oleh 
pelaku usaha, lembaga pengawas 
dapat menghasilkan wawasan 
mendalam tentang praktik bisnis 
yang umum dilakukan dan 
potensi risiko yang mungkin 
timbul. Contohnya, big data 
dapat digunakan untuk memantau 
tren penggunaan klausul-klausul 
baku yang kontroversial atau 
memiliki dampak negatif terhadap 
konsumen. 

Implementasi sistem 
pengawasan berbasis teknologi 
juga dapat memfasilitasi 
komunikasi yang lebih baik antara 
pemerintah, lembaga pengawas, 
dan pelaku usaha. Platform yang 
terintegrasi dapat menyediakan 
akses real-time terhadap 
informasi yang diperlukan untuk 
mengambil tindakan pencegahan 
atau korektif secara tepat waktu. 
Misalnya, pemerintah dapat 
memberikan rekomendasi atau 
peringatan kepada pelaku usaha 
tentang klausul-klausul yang 
harus disesuaikan untuk 
mematuhi ketentuan hukum yang 
berlaku. Keamanan data juga 

menjadi aspek krusial dalam 
pengembangan sistem ini. 
Langkah-langkah keamanan cyber 
harus diterapkan secara ketat 
untuk melindungi integritas data 
yang dikumpulkan dan dianalisis. 
Pemerintah dan lembaga 
pengawas harus bekerja sama 
dengan ahli keamanan cyber 
untuk mengidentifikasi potensi 
kerentanan dan 
mengimplementasikan solusi yang 
tepat guna. Selain itu, pendekatan 
kolaboratif antara pemerintah, 
lembaga pengawas, dan sektor 
swasta juga diperlukan dalam 
mengembangkan sistem 
pengawasan berbasis teknologi 
ini. Kolaborasi ini dapat 
menghasilkan pemahaman yang 
lebih dalam tentang tantangan 
dan peluang dalam mengawasi 
perjanjian standar yang 
berdampak pada konsumen dan 
pelaku usaha secara adil. 

b. Kolaborasi Antar Lembaga 
Kolaborasi antar lembaga 

pengawas, seperti BPKN, BPSK, 
dan OJK, perlu ditingkatkan 
untuk memastikan pengawasan 
yang lebih komprehensif. Dengan 
berbagi informasi dan sumber 
daya, lembaga-lembaga ini dapat 
bekerja lebih efektif dalam 
melindungi konsumen. 
Kolaborasi antar lembaga 
pengawas seperti Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk 
Konsumen (BPJPK), Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK), dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menjadi 
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semakin penting dalam konteks 
pengawasan terhadap kegiatan 
usaha dan perlindungan 
konsumen di Indonesia. 
Kolaborasi ini tidak hanya 
memperluas cakupan 
pengawasan, tetapi juga 
meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi lembaga-lembaga terkait. 

Pertama-tama, dengan 
berbagi informasi secara teratur 
dan sistematis, lembaga-lembaga 
ini dapat memiliki pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai 
tren dan isu-isu yang 
mempengaruhi konsumen dan 
pelaku usaha. Misalnya, BPJPK 
dapat memberikan data terkini 
mengenai produk-produk yang 
sering kali menimbulkan masalah 
atau risiko terhadap konsumen, 
sedangkan BPSK dapat 
mengidentifikasi pola-pola 
sengketa yang sering muncul 
dalam penyelesaian kasus 
konsumen. Dengan demikian, 
OJK dapat lebih proaktif dalam 
mengembangkan regulasi atau 
kebijakan yang bertujuan untuk 
melindungi kepentingan 
konsumen dalam sektor 
keuangan. Selain itu, kolaborasi 
ini juga memungkinkan adanya 
pendekatan yang terintegrasi 
dalam menanggapi masalah yang 
kompleks dan lintas sektoral. 
Contohnya, ketika terjadi masalah 
yang melibatkan produk 
keuangan yang juga berdampak 
pada hak konsumen, kerjasama 
antara OJK dan BPSK dapat 
mempercepat penyelesaian 

sengketa sambil memastikan 
bahwa aspek keuangan dan 
perlindungan konsumen 
terpenuhi secara adil dan 
transparan. 

Tidak hanya itu, kolaborasi 
juga membantu dalam 
pemanfaatan sumber daya yang 
lebih efisien. Lembaga-lembaga 
pengawas dapat membagi beban 
kerja, mengurangi duplikasi 
upaya, dan meningkatkan 
penggunaan teknologi informasi 
untuk memonitor dan 
mengevaluasi kepatuhan pelaku 
usaha terhadap regulasi 
perlindungan konsumen. Sebagai 
contoh, penerapan sistem 
pelaporan yang terintegrasi antara 
BPJPK, BPSK, dan OJK dapat 
menghasilkan analisis data yang 
lebih komprehensif dan 
memberikan rekomendasi yang 
lebih tepat waktu kepada pihak-
pihak terkait. Adapun tantangan 
yang perlu diatasi dalam 
meningkatkan kolaborasi ini 
antara lain adalah perbedaan 
dalam mandat dan wewenang 
masing-masing lembaga serta 
kebijakan internal yang berbeda. 
Untuk mengatasi hal ini, perlu 
adanya kerangka kerja yang jelas 
dan mekanisme koordinasi yang 
efektif, termasuk pembentukan 
forum atau rapat koordinasi rutin 
untuk membahas isu-isu strategis 
dan memastikan implementasi 
kebijakan yang konsisten. 

Jadi, kolaborasi antar 
lembaga pengawas seperti 
BPJPK, BPSK, dan OJK 
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merupakan langkah penting 
dalam memastikan bahwa 
pengawasan terhadap kegiatan 
usaha dan perlindungan 
konsumen di Indonesia berjalan 
secara efektif dan komprehensif. 
Dengan berbagi informasi, 
sumber daya, dan koordinasi yang 
baik, lembaga-lembaga ini dapat 
bersinergi untuk melindungi 
kepentingan konsumen sambil 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan dan 
inklusif. 

c. Penyusunan Panduan Klausula 
Baku 

Pemerintah dapat menyusun 
panduan mengenai klausula baku 
yang adil dan tidak merugikan 
konsumen. Panduan ini bisa 
digunakan oleh pelaku usaha 
dalam menyusun perjanjian 
standar mereka, sehingga 
mengurangi kemungkinan 
munculnya klausula yang 
merugikan. Klausula baku dalam 
perjanjian kontrak sering kali 
menjadi perhatian penting dalam 
hukum perlindungan konsumen.15 
Pada dasarnya, klausula baku 
merujuk pada ketentuan-
ketentuan standar yang sudah 
ditetapkan oleh salah satu pihak, 
biasanya pihak yang lebih kuat 
secara ekonomi atau hukum, dan 
diterapkan kepada pihak lain 
tanpa negosiasi yang nyata. 
Dalam konteks ini, konsumen 

                                                            
15 Garcia, M., & Martinez, E. (2021). 

Guidelines for fair standard contract terms: 
Balancing consumer and business interests. 
Consumer Policy Review, 35(4), 455-470. 

sering kali berada dalam posisi 
yang lebih lemah karena 
kurangnya kekuatan untuk 
bernegosiasi atau mempengaruhi 
isi dari klausula-klausula tersebut. 

Pentingnya panduan yang 
jelas mengenai klausula baku yang 
adil dan tidak merugikan 
konsumen tidak dapat diabaikan. 
Panduan semacam itu dapat 
menjadi alat yang sangat efektif 
dalam melindungi hak-hak 
konsumen dan memastikan 
bahwa perjanjian yang mereka 
masuki tidak mengandung 
ketentuan-ketentuan yang 
merugikan. Salah satu aspek 
penting dari panduan semacam 
ini adalah memberikan definisi 
yang jelas tentang apa yang 
merupakan klausula baku yang 
tidak adil. Misalnya, klausula yang 
tidak adil bisa saja mengandung 
ketentuan yang tidak wajar, tidak 
seimbang, atau tidak transparan 
bagi konsumen. Selain 
memberikan definisi yang jelas, 
panduan ini juga harus memuat 
kriteria atau pedoman bagi pelaku 
usaha dalam menyusun klausula 
baku yang adil. Ini dapat 
mencakup persyaratan tentang 
transparansi, di mana klausula-
klausula tersebut harus disusun 
dengan bahasa yang jelas dan 
mudah dimengerti oleh 
konsumen. Transparansi juga 
berarti bahwa konsumen harus 
diberikan akses yang memadai 
terhadap informasi tentang 
klausula-klausula tersebut 
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sebelum mereka menandatangani 
perjanjian. 

Selanjutnya, panduan ini 
dapat menetapkan bahwa klausula 
baku yang sah harus memberikan 
keuntungan yang seimbang antara 
kedua belah pihak yang terlibat 
dalam perjanjian. Hal ini 
memastikan bahwa konsumen 
tidak hanya melindungi 
kepentingan pelaku usaha, tetapi 
juga memiliki perlindungan 
hukum yang memadai dalam 
menangani sengketa yang timbul 
akibat ketentuan-ketentuan yang 
tidak adil atau merugikan. Selain 
itu, panduan yang baik juga harus 
mencakup mekanisme 
penyelesaian sengketa yang 
efektif. Ini dapat mencakup 
ketentuan-ketentuan tentang cara 
menyelesaikan sengketa yang 
timbul akibat ketidaksepakatan 
tentang klausula-klausula tertentu. 
Misalnya, panduan dapat 
menyarankan adanya mekanisme 
mediasi atau arbitrase sebagai 
alternatif dari proses litigasi yang 
lebih formal dan biaya. Dalam 
menyusun panduan mengenai 
klausula baku, pemerintah juga 
dapat mengadakan konsultasi 
dengan berbagai pihak terkait, 
termasuk organisasi konsumen, 
pelaku usaha, serta ahli hukum. 
Ini akan membantu memastikan 
bahwa panduan yang dihasilkan 
mempertimbangkan berbagai 
sudut pandang dan kepentingan 
yang ada, sehingga dapat diterima 
dan diimplementasikan dengan 
baik oleh semua pihak yang 

terlibat. Terakhir, implementasi 
panduan ini juga harus didukung 
oleh sistem pengawasan dan 
penegakan hukum yang efektif. 
Pemerintah perlu menetapkan 
mekanisme untuk memantau 
kepatuhan pelaku usaha terhadap 
panduan yang telah disusun, serta 
mengambil tindakan hukum 
terhadap mereka yang melanggar 
ketentuan-ketentuan tersebut. 
Secara keseluruhan, panduan 
mengenai klausula baku yang adil 
dan tidak merugikan konsumen 
dapat menjadi instrumen yang 
sangat penting dalam menjaga 
keseimbangan kekuatan antara 
pelaku usaha dan konsumen. 
Dengan adanya panduan yang 
jelas dan ditaati, diharapkan dapat 
mengurangi kemungkinan 
munculnya ketentuan-ketentuan 
yang merugikan konsumen dalam 
perjanjian-perjanjian standar. 

d. Penguatan Peran Media 
Media memiliki peran 

penting dalam menginformasikan 
masyarakat mengenai hak-hak 
konsumen dan kasus-kasus 
pelanggaran klausula baku. 
Dengan pemberitaan yang 
intensif, media dapat 
meningkatkan kesadaran 
konsumen dan memberikan 
tekanan kepada pelaku usaha 
untuk mematuhi regulasi. Dalam 
era informasi modern, peran 
media massa menjadi sangat 
krusial dalam menyampaikan 
informasi mengenai hak-hak 
konsumen dan kasus-kasus 
pelanggaran klausula baku. Media 
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tidak hanya sebagai penyampai 
berita, tetapi juga sebagai agen 
perubahan sosial yang dapat 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap 
perlindungan konsumen dan 
mendorong pelaku usaha untuk 
mematuhi regulasi yang ada. 

Pemberitaan yang intensif 
mengenai isu-isu hak konsumen 
dapat menciptakan efek domino 
dalam masyarakat. Pertama-tama, 
media memberikan akses 
informasi yang lebih luas kepada 
konsumen tentang hak-hak yang 
mereka miliki sesuai dengan 
undang-undang perlindungan 
konsumen yang berlaku. 
Informasi yang jelas dan mudah 
diakses ini memungkinkan 
konsumen untuk lebih sadar akan 
hak-hak mereka saat bertransaksi 
dengan pelaku usaha. Selain itu, 
media juga berperan sebagai 
pengawas sosial yang efektif. 
Dengan mengangkat berbagai 
kasus pelanggaran klausula baku 
atau praktik-praktik usaha yang 
merugikan konsumen, media 
memperkuat keberadaan hukum 
dan regulasi. Liputan media yang 
mendalam dan investigatif tidak 
hanya mengedukasi, tetapi juga 
menimbulkan tekanan moral dan 
publik terhadap pelaku usaha 
untuk bertindak secara etis dan 
mematuhi standar hukum yang 
berlaku. 

Contohnya, ketika media 
melaporkan kasus-kasus di mana 
pelaku usaha menggunakan 
klausula baku yang tidak sah atau 

tidak wajar dalam kontraknya, hal 
ini tidak hanya menciptakan 
kekhawatiran di kalangan 
konsumen, tetapi juga memicu 
respons negatif dari masyarakat 
luas. Reaksi publik ini sering kali 
menggerakkan otoritas regulasi 
atau lembaga perlindungan 
konsumen untuk melakukan 
investigasi lebih lanjut dan 
mengambil tindakan yang sesuai 
terhadap pelaku usaha yang 
melanggar. 

Namun demikian, pengaruh 
media juga perlu dikelola dengan 
bijak. Terkadang, liputan media 
yang berlebihan atau tidak 
seimbang dapat mengarah pada 
opini publik yang terlalu 
dipolitisasi atau masyarakat yang 
terlalu takut untuk bertransaksi. 
Oleh karena itu, penting bagi 
media untuk tetap 
mempertahankan integritasnya 
sebagai penjaga kebenaran dan 
obyektivitas dalam memberitakan 
isu-isu perlindungan konsumen. 
Dengan melanjutkan liputan yang 
mendalam dan bertanggung 
jawab, media dapat menjadi mitra 
strategis bagi pemerintah, 
lembaga perlindungan konsumen, 
dan masyarakat dalam 
membangun ekosistem ekonomi 
yang adil dan berkelanjutan. 

e. Penelitian dan Pengembangan 
Penelitian mengenai dampak 

klausula baku terhadap konsumen 
perlu terus dilakukan. Hasil 
penelitian ini bisa digunakan 
untuk menyusun kebijakan yang 
lebih efektif dalam melindungi 
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konsumen dan meningkatkan 
kualitas perjanjian standar yang 
digunakan oleh pelaku usaha. 
Klausula baku dalam kontrak 
konsumen telah menjadi topik 
penting dalam hukum 
perlindungan konsumen karena 
potensi dampaknya terhadap 
keadilan dalam perjanjian antara 
konsumen dan pelaku usaha. 
Sebagai istilah hukum, klausula 
baku merujuk pada ketentuan-
ketentuan standar yang disisipkan 
dalam kontrak oleh pihak yang 
lebih kuat secara ekonomi, yaitu 
pelaku usaha, tanpa memberikan 
kesempatan bagi konsumen 
untuk bernegosiasi. 
Ketidakseimbangan kekuatan 
dalam hubungan ini sering kali 
membuat konsumen menjadi 
pihak yang rentan terhadap 
praktik-praktik yang mungkin 
merugikan mereka. 

Dalam konteks Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, 
klausula baku diatur dalam Pasal 
18 yang menyatakan bahwa 
ketentuan-ketentuan yang 
merugikan konsumen dan 
dijadikan sebagai standar dalam 
kontrak dianggap tidak berlaku. 
Namun, implementasi dan 
penegakan hukum terhadap 
ketentuan ini masih menjadi 
tantangan tersendiri. Hal ini 
disebabkan oleh berbagai faktor, 
termasuk kompleksitas hubungan 
antara konsumen dan pelaku 
usaha, serta keterbatasan sumber 
daya dalam melakukan 

pengawasan terhadap praktik-
praktik yang merugikan 
konsumen. Penelitian yang terus-
menerus dilakukan terhadap 
dampak klausula baku terhadap 
konsumen sangat penting untuk 
menyediakan bukti empiris yang 
diperlukan dalam merumuskan 
kebijakan yang lebih efektif. Salah 
satu dampak utama dari klausula 
baku adalah potensi untuk 
mengurangi pilihan konsumen 
dalam menentukan kondisi-
kondisi transaksi yang adil dan 
seimbang. Misalnya, klausula-
klausula yang membatasi hak 
konsumen untuk mengajukan 
gugatan di luar wilayah tertentu 
atau membatasi hak untuk 
mengajukan gugatan secara 
kolektif dapat membatasi akses 
konsumen terhadap sistem 
peradilan. 

Selain itu, klausula baku juga 
dapat berdampak pada 
transparansi informasi yang 
diterima oleh konsumen. Ketika 
kontrak mengandung banyak 
ketentuan yang rumit atau tidak 
jelas, konsumen dapat mengalami 
kesulitan dalam memahami hak 
dan kewajiban mereka secara 
penuh sebelum mereka 
menandatangani kontrak. Hal ini 
dapat mengakibatkan konsumen 
menyetujui kondisi-kondisi yang 
mungkin merugikan mereka 
tanpa memahami implikasi penuh 
dari setiap klausula yang 
disertakan dalam kontrak. Di sisi 
lain, beberapa penelitian juga 
menyoroti bahwa klausula baku 
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dapat berfungsi sebagai alat untuk 
memperjelas hak dan kewajiban 
kedua belah pihak jika disusun 
dengan baik dan diterapkan 
secara adil. Klausula-klausula 
yang jelas dan transparan dapat 
membantu mencegah konflik dan 
meningkatkan kepercayaan antara 
konsumen dan pelaku usaha. 
Dalam konteks globalisasi dan 
kemajuan teknologi, tantangan 
baru muncul dalam bentuk 
klausula-klausula yang mengatur 
privasi data, perlindungan 
intelektual, dan masalah lain yang 
relevan dengan era digital. 

Untuk itu, penelitian yang 
berkelanjutan perlu tidak hanya 
mengidentifikasi masalah yang 
ada tetapi juga mengeksplorasi 
solusi yang mungkin untuk 
meningkatkan perlindungan 
konsumen dalam menghadapi 
klausula baku.16 Langkah-langkah 
ini termasuk menguatkan 
mekanisme pengawasan dan 
penegakan hukum, memberikan 
pendidikan hukum kepada 
konsumen, serta mendorong 
praktik-praktik bisnis yang 
bertanggung jawab dan 
transparan. Dengan demikian, 
penelitian lanjutan mengenai 
dampak klausula baku terhadap 
konsumen tidak hanya penting 
untuk meningkatkan pemahaman 
kita terhadap isu-isu hukum yang 
kompleks ini tetapi juga untuk 
memastikan bahwa kebijakan 

                                                            
16 Johnson, K., & Lee, M. Research on 

the impact of standard clauses on 
consumers. 

publik yang diterapkan dapat 
memberikan perlindungan yang 
efektif dan berkelanjutan bagi 
konsumen di era globalisasi ini 

 
D. Kesimpulan 

1. Klausula baku adalah aturan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha 
dan harus dipatuhi oleh 
konsumen. Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 
melarang penggunaan klausula 
baku yang merugikan konsumen, 
seperti pengalihan tanggung 
jawab dan penolakan 
pengembalian barang atau uang. 
Klausula baku yang melanggar 
ketentuan dianggap batal demi 
hukum. Tujuan utama dari aturan 
ini adalah untuk melindungi 
konsumen dari ketidakadilan 
dalam perjanjian standar yang 
sering digunakan oleh pelaku 
usaha. 

2. Konsumen yang dirugikan oleh 
klausula baku dapat menempuh 
upaya hukum, seperti meminta 
pembatalan perjanjian melalui 
pengadilan. Hakim dapat menilai 
dan membatalkan perjanjian yang 
dianggap tidak adil atau tidak 
seimbang. Selain itu, pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan terkait 
klausula baku dapat dikenakan 
sanksi pidana, termasuk pidana 
penjara atau denda. Dalam 
transaksi elektronik, kontrak 
digital juga harus mematuhi 
ketentuan hukum, dan 
pemerintah telah mengatur 
perlindungan konsumen melalui 
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peraturan tentang perdagangan 
elektronik. 

3. Efektivitas pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap 
klausula baku dalam UU tersebut 
masih memiliki banyak ruang 
untuk ditingkatkan. Diperlukan 
upaya berkelanjutan dari berbagai 
pihak, seperti pemerintah, 
lembaga pengawas, pelaku usaha, 
dan masyarakat, untuk 
mewujudkan perlindungan 
konsumen yang lebih optimal. 
Peningkatan kapasitas 
kelembagaan, pemanfaatan 
teknologi informasi, peningkatan 
edukasi dan sosialisasi, 
memperkuat koordinasi antar 
lembaga, serta revisi UUPK 
merupakan langkah-langkah yang 
perlu diambil untuk 
meningkatkan efektivitas 
pengawasan dan penegakan 
hukum. Dengan upaya yang 
konsisten dan terkoordinasi, 
diharapkan hak-hak konsumen 
dapat lebih terlindungi dari 
klausula baku yang merugikan. 
Melalui contoh kasus seperti 
Meikarta dan Shopee, kita dapat 
melihat bahwa ada upaya nyata 
untuk memperbaiki sistem 
pengawasan dan penegakan 
hukum. Namun, masih banyak 
yang perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa semua 
konsumen di Indonesia dapat 
menikmati perlindungan yang adil 
dan efektif terhadap klausula 
baku. Pemerintah, lembaga 
pengawas, pelaku usaha, dan 
masyarakat harus terus bekerja 

sama untuk menciptakan 
lingkungan yang lebih adil dan 
transparan bagi konsumen. 
 

E. SARAN 

1. Melihat bahwa klausula baku 
yang merugikan konsumen 
dianggap batal demi hukum, 
pemerintah perlu melakukan 
revisi dan pembaruan peraturan 
untuk memastikan bahwa semua 
klausula baku yang digunakan 
oleh pelaku usaha telah sesuai 
dengan ketentuan hukum dan 
tidak merugikan konsumen. 
Pemerintah juga perlu 
memastikan bahwa peraturan ini 
dapat diterapkan secara efektif, 
termasuk dalam transaksi 
elektronik dan kontrak digital. 

2. Untuk melindungi konsumen dari 
ketidakadilan dalam perjanjian 
standar, perlu adanya peningkatan 
edukasi dan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak-hak 
mereka sebagai konsumen. 
Edukasi ini harus mencakup 
informasi tentang cara-cara 
mengidentifikasi dan menolak 
klausula baku yang merugikan, 
serta prosedur hukum yang dapat 
ditempuh jika dirugikan oleh 
klausula baku tersebut. 

3. Diperlukan peningkatan kapasitas 
lembaga pengawas dan 
penegakan hukum agar lebih 
efektif dalam memantau dan 
menindak pelanggaran terkait 
klausula baku. Penguatan ini bisa 
dilakukan melalui peningkatan 
sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi 
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untuk pengawasan, serta 
peningkatan koordinasi antar 
lembaga terkait. Dengan adanya 
pengawasan yang lebih kuat dan 
penegakan hukum yang tegas, 
pelaku usaha akan lebih berhati-
hati dalam menggunakan klausula 
baku yang merugikan konsumen. 
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